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ABSTRAK 

Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang diangkat oleh 

pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas pemerintahan. Kinerja 

merupakan hasil capaian kerja seorang aparatur yang penting untuk diketahui 

sebagai tolak ukur kesuksesan suatu organisasi. Mencermati Dinas Syariat Islam 

Aceh sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengatur jalannya pelaksanaan 

Syariat Islam, tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja 

Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Syariat Islam Aceh. Metode penelitian bersifat 

deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunkan adalah data primer 

dan sekunder melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian 

antara lain faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

ASN, Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja Pegawai. Hasil penelitian secara 

keseluruhan menunjukkan kinerja Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan 

Tugas Pokok dan Fungsi ASN sudah baik dinilai berdasarkan mampu 

menyelesaikan tugas sesuai dengan skill dan waktu yang ditentukan kepada setiap 

ASN dengan adanya Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK). 

Namun berdasarkan temuan peneliti, masih terdapat sejumlah ASN yang rendah 

keinginan belajar, dan pelatihan yang tidak didapatkan semua ASN karena 

anggaran yang kurang memadai, selanjutnya kendala dalam pelaksanaan tupoksi 

adalah komputer yang kurang memadai sebagai alat pendukung pelaksanaan 

tugas. Kemudian masih rendah komitmen bekerja, kurang dalam hal kedisiplinan 

waktu bekerja dan tidak memanfaatkan e-absensi dengan baik, secara hal kerja 

sama antara sesama ASN sudah terjalin baik dalam pelaksanaan pekerjaan. 

 

Kata Kunci : Kinerja, ASN, Dinas Syariat Islam Aceh 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar belakang Masalah 

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi 

bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (PPPK). Pegawai ASN (Aparatur 

Sipil Negara) adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan 

diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
1
 

Pegawai Negeri Sipil atau disingkat dengan PNS adalah warga negara 

Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat oleh pejabat Pembina 

kepegawaian melalui seleksi dan tahapan yang berlaku untuk menempati suatu 

jabatan sesuai skil yang dimiliki, bertugas untuk melaksanakan tugas negara 

dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2
 

 Aparatur Sipil Negara Dinas Syariat Islam adalah seperangkat alat 

kelengkapan negara sebag ai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berada 

dibawah Gubernur yang bertugas melaksanakan tugas umum dan khusus 

Pemerintah Daerah serta bertanggung jawab dibidang pelaksanaan Syariat 

Islam termasuk pembangunan daerah. Secara langsung dapat dikatakan bahwa 

Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Syariat Islam memiliki peran yang 

sangat strategis dalam menjalankan visi dan misi pemerintah Aceh untuk 

                                                 
1
 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama 

pasal 1 ayat (1) & (2). 

  
2
 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama 

pasal 1 ayat 3. 
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menjadikan Aceh lebih bermartabat terutama dalam mensukseskan 

pelaksanaan Syariat Islam di Aceh secara sempurna.  

 Aparatur Sipil Negara pada Dinas Syariat Islam Aceh dituntut lebih 

dulu sukses dalam penerapan Syariat Islam sehingga menjadi contoh teladan 

dalam proses penegakan dan pelaksanaan Syariat Islam di lingkungan 

pemerintah Aceh, serta mampu memberi pencerahan kepada seluruh pejabat 

pemerintah, dan masyarakat bahwasanya Syariat Islam adalah point penting 

yang harus diterapkan oleh semua kalangan dalam kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara. 

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai wahana pembinaan aparatur, agar 

mampu menempatkan diri berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam 

menjalankan amanah dalam pelaksanaan tugas yang diberikan oleh negara 

sesuai peraturan yang sudah ditentukan. 

Kinerja merupakan hasil capaian kerja dari tugas-tugas atau jabatan 

yang dibebankan kepada pegawai atau karyawan berdasarkan skil, 

pengetahuan, serta peraturan atau visi dan misi yang telah ditetapkan agar 

mudah dalam mewujudkan tujuan dalam suatu organisasi. Kinerja pegawai  

merupakan dasar dari kesuksesan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. 

Menurut Hasibuan “Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja 

yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 
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kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan 

serta waktu yang telah ditetapkan dalam upaya mencapai tujuan organisasi”.
3
 

Dalam menjaga kekuatan organisasi yang semakin hari semakin 

terjadinya persaingan pesat, dimana pemerintah dalam pandangan masyarakat 

sebagai unsur pemenuhan kebutuhan menuntut kinerja Aparatur Sipil Negara 

yang berkualitas sehingga pembinaan sumber daya manusia menjadi point 

penting dalam organisasi yang patut untuk dikelola dan dibina secara 

maksimal sehingga mampu mengahasilkan sumber daya manusia yang 

professional dan cakap dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu setiap 

pegawai dalam suatu organisasi harus memahami dengan baik tugas pokok 

dan fungsi jabatan yang mereka emban, standar kinerja, aplikasi dari 

keterampilan dan langkah untuk mencapainya.  

Dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Pasal 1 dimana Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan 

kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan 

khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia 

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 

yang dipimpin oleh Gubernur.
4
 

Berdasarkan data awal peneliti terhadap Analisis Kinerja Aparatur Sipil 

Negara Pada Dinas Syariat Islam Aceh, peneliti mendapatkan masalah bahwa 

                                                 
3
 Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), hal. 34. 

4
 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. 
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masih banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Syariat Islam Aceh 

yang belum memahami tugasnya dengan baik sebagai pelayan publik, 

sehingga birokrasi tidak berjalan dengan baik, oleh karena itu perlu dilakukan 

pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara.
5
 

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat 4 Peraturan Pemerintah Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa 

pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas salah satunya ayat 

4 yaitu pembagian habis tugas. Sehingga dengan adanya pernyataan bahwa 

Aparatur Sipil Negara pada Dinas Syariat Islam Aceh masih ada yang belum 

memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik menjadi suatu 

permasalahan yang patut untuk diteliti dan dicari tahu kebenarannya.
6
 

Dinas Syariat Islam Aceh merupakan role model atau teladan yang 

dapat dijadikan panutan bagi dinas-dinas lain yang ada di Aceh khususnya, 

juga menjadi contoh teladan untuk kota-kota lainnya. Dinas Syariat Islam 

Aceh sebagai role model yang bisa mempengaruhi dan diikuti oleh seluruh 

aspek lingkungan Pemerintah Aceh dalam mewujudkan Syariat Islam secara 

kaffah. Dimana Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang 

diberikan hak istimewa untuk menerapkan Syariat Islam secara kaffah, Dinas 

Syariat Islam hanya ada di Aceh juga sebagai hasil dari UUPA.  

 Mengingat pentingnya kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara agar 

dapat menjalankan birokrasi dengan baik dan melaksanakan tugasnya sebagai 

                                                 
5
Darjalil melalui https://dsi.acehprov.go.id/pegawai-dsi-aceh-perkuat-pemahaman-tupoksi-

pegawai/. Senin 7 November 2017, by Lilis Suriani. 
6
 Pasal 2 ayat 4 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perangkat 

Daerah 

https://dsi.acehprov.go.id/pegawai-dsi-aceh-perkuat-pemahaman-tupoksi-pegawai/
https://dsi.acehprov.go.id/pegawai-dsi-aceh-perkuat-pemahaman-tupoksi-pegawai/
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pelayan publik agar lebih teratur khususnya dalam pelaksanaan Syariat Islam 

di Aceh, oleh karena itu penting dan menarik untuk dilakukan penelitian 

mengenai Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Dinas Syariat Islam 

Aceh sebagai lembaga yang berpengaruh besar terhadap Pemerintahan Aceh 

dalam menjalankan visi misi Pemerintah Aceh yang secara khusus Dinas 

Syariat Islam bertanggung jawab dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh 

secara formal. Dalam upaya meningkatkan kualitas Syariat Islam 

dilingkungan Pemerintah Aceh dan diseluruh Daerah Aceh perlu sumber 

daya yang kompeten dan produktif sehingga menhasilkan kinerja yang 

berkualitas, bermutu dan mampu menjalankan birokrasi dengan baik 

sehingga pembagian kerjanya baik dan tugas-tugas yang dijalankan lebih 

terarah dan teratur. 

 Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Dinas Syariat Islam Aceh jika 

dilihat berdasarkan laporan kinerja Dinas Syariat Islam Aceh tahun 2020, 

laporan yang diberitakan sudah baik, namun bagaimana implementasinya 

perlu dilakukan penelitian terkait Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara pada 

Dinas Syariat Islam Aceh secara mendalam oleh peneliti untuk mendapatkan 

data yang sesuai dengan fakta dan realita yang terjadi di lapangan, 

dikarenakan masih terdapat beberapa program yang masih gagal 

diimplementasikan.
7
 

    Dengan adanya penelitian ini kita dapat mengetahui bahwa tidak hanya 

persepsi, peraturan, dan lembaga saja namun sudah terlaksana secara kaffah 

                                                 
7
 Laporan kinerja Dinas Syariat Islam Aceh tahun 2020, hal. 28. 
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Syariat Islam di kalangan Pemerintahan Aceh bahkan seluruh Aceh, karena 

keberhasilan suatu kebijakan adalah terletak dari seberapa besar pemerintah 

berusaha secara keras dan cerdas untuk memberikan yang terbaik kepada 

masyarakat. Menerapkan strategi dalam pemerintahan dan sistem yang 

pemerintahan yang baik untuk perbaikan kinerja adalah poin yang harus terus 

didorong, sehingga bisa terus direalisasi dan tidak terjadinya krisis kinerja 

secara kepanjangan. Karena hal tersebut berguna untuk menjaga nama baik 

Aceh yang sudah terkenal dengan Syariat Islam yang kental adat dan 

budayanya yang begitu disegani. 

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1. Masih banyak pegawai atau Aparatur Sipil Negara Pada Dinas 

Syariat Islam Aceh yang belum memahami tugas dan fungsinya 

dengan baik. 

2. Mengingat pentingnya kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara pada 

Dinas Syariat Islam Aceh sebagai jembatan terlaksananya Syariat 

Islam di Aceh dengan sempurna. Salah satu upaya memperbaiki 

kinerja pegawai adalah dengan adanya analisis kinerja Aparatur 

Sipil Negara pada Dinas Syariat Islam Aceh. 

1.3.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimanana Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi Aparatur Sipil 

Negara Pada Dinas Syariat Islam Aceh? 

2. Bagaimana kinerja Aparatur Sipil Negara pada Dinas Syariat Islam 

Aceh? 



7 

 

 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan 

Fungsi Aparatur Sipil Negara pada Dinas Syariat Islam Aceh. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Aparatur Sipil Negara 

pada Dinas Syariat Islam Aceh. 

1.5. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat teoritis, dari penelitian ini diharapkan bahwa teori 

Implementasi dan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 

Dinas Syariat Islam dapat menambah pengetahuan tentang 

mempercepat tercapainya tujuan organisasi yang baik dan tepat 

sasaran. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi 

untuk penelitian selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis, Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  bahan  

evaluasi  dan bahan pertimbangan untuk meningkatkan Kinerja 

Aparatur Sipil Negara pada Dinas Syariat Islam Aceh dan juga 

sebagai  acuan  keberhasilan  kinerja organisasi pemerintahan 

dimasa  yang  akan  datang.  

1.6. Penjelasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memakai 

istilah-istilah dalam karya ilmiah ini, maka peneliti perlu menjelaskan istilah-

istilah yang ada di dalamnya: 

1. Analisis merupakan suatu proses mengurai, memilah sesuatu 

bertujuan untuk menelompokkan sesuatu berdasarkan kriteria tertentu 
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untuk dicari kaitannya dan dijelaskan maknanya agar mengetahui 

keadaan, hasil, dan kejadian yang sebenarnya terjadi.
8
 

2. Kinerja menurut Rivai, Basri, merupakan capaian hasil kerja atau 

prestasi seseorang atau keseluruhan dari tugas-tugas yang sudah 

dilaksanakan selama periode tertentu kemudian dibandingkan dengan 

sasaran hasil kerja, target atau sasaran tertentu yang sudah disepakati 

sebelumnya.
9
 

3. Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan unsur pemeritah yang 

bertugas untuk memberikan pelayan terhadap masyarakat. Aparatur 

Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN merupakan profesi bagi 

pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintahan ddengan 

perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintahan.
10

 

4. Dinas Syariat Islam Aceh merupakan perangkat daerah sebagai unsur 

pelaksana Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang 

pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sebagai panduan seluruh aspek 

kehidupan masyarakat Aceh yang berada dibawah Gubernur.
11

 

 

 

 

                                                 
8
 Makinuddin dan Tri Hadiyanto Sasongko, Analisis Sosial, (Bandung: Akatiga, 2006), hlm. 

40. 
9
 Lijan Poltak Sinambela, Kinerja Pegawai, Teori, Pengukuran, dan Implikasi, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 6. 
10

 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 

ayat (1). 
11

 Pasal 4 ayat 1 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 

Sususnan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh. 
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1.7.  Metodelogi Penelitian 

1.7.1. Pendekatan penelitian 

Pendekatan penelitian pada dasarnya sebagai acuan dasar 

penggunaan metode yang digunakan peneliti, untuk itu dalam pembahasan ini 

peneliti menggunakan metodelogi penelitian kualitatif (descriptive qualitative 

research), yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pertimbangan bahwa 

didalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran 

mengenai Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Syariat Islam 

Aceh secara mendalam dan mencakup realita sosial berdasarkan fenomena dan 

perilaku yang peneliti temui pada saat penelitian di lapangan. 

Penelitian kualitatif menurut Nasution adalah suatu proses penelitian 

yang menghasilkan data atau informasi dalam bentuk kata-kata yang tertulis 

maupun lisan dari informan dan berdasarkan perilaku yang ditemui pada saat 

penelitian berlangsung. Oleh karena itu dengan menggunakan penelitian 

kualitatif dalam penelitian ini akan mengumpulkan informasi yang lebih 

lengkap untuk dituangkan kedalam skripsi peneliti.
12

 

Metode penelitian kualitatif diyakini lebih dapat mengumpulkan 

informasi, gambaran, fenomena, dan perilaku sosial yang lebih lengkap pada 

saat penelitian berlangsung. Sejalan dengan hal tersebut maka aktifitas 

kegiatan sumber daya manusia dan/atau Aparatur Sipil Negara yang 

melakukan kegiatan sebagai pelayan publik dengan adanya analisis kinerja 

dapat diketahui dengan baik bagaimana proses implementasi tugas pokok dan 

                                                 
12

  Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 1996), Hal. 9. 
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fungsi aparatur dan bagaimana capaian kinerja diteinjau dari pelaksanaan 

tugas, sasaran kerja serta perilaku kerja aparatur sipil negara, kemudian 

inergitas antara bawahan dan atasan atau sebabaliknya secara jelas. 

1.7.2.  Fokus Penelitian 

   Fokus penelitian merupakan suatu hal yang dilakukan peneliti 

untuk memusatkan pikiran terhadap suatu objek yang akan didapatkan pada 

saaat penelitian dilapangan berdasarkan data dan fakta yang sebenarnya terjadi 

sebagai hasil penelitian yang dibutuhkan dalam menciptakan analisa atau 

penalaran secara komprehensif dan terpadu. 

Tabel 1.1 

Dimensi dan Indikator Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur 

Sipil Negara (ASN) 

No Dimensi Indikator 

1 Implementasi/pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi 

1. Produktivitas 

2. Responsivitas 

3. Akuntabilitas 

Sumber: Teori kinerja menurut Dwiyanto, Indikator dalam mengukur 

kinerja dalam Desta Trianggoro, dkk. Analisis Kinerja Komisi 

Pemilihan Umum Kota Semarang. 2014. 

 

Tabel 1.2 

Dimensi dan Indikator kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) 

No Dimensi Indikator 

2.  

 

 

 

 

Sasaran Kerja Pegawai (SKP)  
 

 

 

Perilaku Kerja 

1. kuntitas 
2. kualitas 

3. waktu 

 

1. Orientasi Pelayanan 

2. Integritas 

3. komitmen 

4. Disiplin 

5. kerja sama 

6. Kepemimpinan  

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 tahun 2011  

Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. 
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1.7.3. Lokasi Penelitian 

      Berdasarkan dengan judul Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada 

Dinas Syariat Islam, bahwasanya penelitian ini dilakukan pada Dinas Syariat 

Islam Aceh, Jl. Teku Nyak Arief No. 221, Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota 

Banda Aceh, Aceh 23115. Dimana Aceh merupakan satu-satunya provinsi di 

Indonesia yang diberikan hak istimewa untuk menerapkan Syariat Islam 

secara kaffah, hadirnya Dinas Syariat Islam Aceh sebagai wadah 

berlangsungnya proses penegakan Syariat Islam di Aceh. Oleh karena itu 

kinerja aparatur sipil negara pada Dinas Syariat Islam Aceh sangat 

berpengaruh terhadap tercapainya visi misi Dinas Syariat Islam Aceh dan juga 

Pemerintah Aceh. 

1.7.4 Jenis dan Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 

  Yaitu sumber data yang didapatkan langsung dari sumber pertamanya atau 

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul/observer atau 

peneliti. Kemudian data-data yang terkumpul dari sumber ini disebut data 

primer. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh, 

Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset, dan Kepala Subbagian 

Keuangan. 

2) Sumber Data Sekunder  

Data yang sudah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpulan 

primer atau pihak lain. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan 
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langsung oleh peneliti melalui dokumen atau observasi langsung ke lapangan. 

Misalnya dari web resmi Dinas Syariat Islam Aceh, undang-undang, gambar 

dan dokumen. Data sekunder yang peneliti kumpulkan berupa laporan kinerja 

aparatur sipil negara dan lain sebagainya. 

1.7.5.   Informan Penelitian 

Tabel 1.3 

Informan penelitian 

No  Informan  Jumlah  Keterangan 

1. Sekretaris 1 Orang Memberikan informasi terkait 

kinerja ASN selaku 

perwakilan dari bapak Kepala 

Dinas 

2.   Kepala Sub Bagian 

Umum dan Aset 

1 Orang Sebagai atasan langsung dan 

pengarah  

3.   Kepala Sub Bagian 

Kepegawaian dan Tata 

Laksana 

1 Orang Sebagai bagian yang banyak 

mengurus tentang kinerja 

aparatur sipil negara 

4.  Kepala Sub Bagian 

Perencanaan dan 

Program 

1 Orang Terkait program yang dapat 

direalisasikan atau tidak 

5.  Staff  4 Orang Pelaksana tugas pokok dan 

fungsi  

Jumlah 8 Orang 

 Sumber: Data di olah oleh peneliti, 2021. 

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh dat-data yang dibutuhkan maka dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan terhadap objek 

ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi 

berada pada objek yang diteliti”.
13

 Observasi dilakukan langsung 

pada Dinas Syariat Islam Aceh sebagai jalan yang ditempuh 

                                                 
13

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka 

cipta, 2002), hal 133 



13 

 

 

 

peneliti untuk mendapatkan data dengan mengamati langsung 

kegiatan-kegitan yang sedang berlangsung pada Dinas Syariat 

Islam Aceh. Di dalam kegiatan observasi yang dilakukan oleh 

peneliti, orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini adalah 

Aparatur Sipil Negara pada Dinas Syariat Islam.  

2. Wawancara merupakan data yang dikumpulkan dalam bentuk data 

tertulis, seperti berita, catatan, notulen, struktur organisasi dan lain 

sebagainya. Ada dua alasan peneliti menggunakan teknik 

wawancara, yaitu: Pertama, dengan wawancara peneliti dapat 

menggali informasi, tidak saja apa yang diketahui dan dialami 

subjek yang peneliti teliti, tetapi juga apa yang tersembunyi jauh di 

dalam diri subjek tersebut. Kedua, apa yang peneliti tanyakan pada 

informan/pihak bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu 

yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang dan juga masa 

akan datang. Adapun orang-orang yang akan diwawancarai dalam 

penelitian ini jumlah keseluruhannya adalah 8 orang. 

3. Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk melihat 

kinerja pegawai berupa dokumentasi data, jumlah pegawai, 

wawancara, foto informan, profil dan struktur organisasi serta data-

data lainnnya yang berhubungan dengan fokus penelitian ini dari 

kantor Dinas Syariat Islam Aceh. 
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1.7.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

1. Reduksi Data (data reduction) 

Data yang diperoleh peneliti melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan 

memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

Pada tahap ini, Hasil dari data yang didapat dilapangan akan peneliti 

kelompokkan dan membuat kategorisasi yang sesuai dengan apa yang 

yang peneliti dapatkan dilapangan. 

2. Penyajian Data (data display)  

Setelah peneliti melakukan reduksi data, maka peneliti selanjutnya 

akan melakukan penyajian data yaitu data/hasil yang didapat di 

lapangan dan telah dikelompokkan atau dirangkumkan dengan lebih 

spesifik dan jelas, peneliti akan melakukan penyajian data yang 

sesuai dengan apa yang menjadi jawaban atau hasil dari yang telah 

didapat, seperti hasil dari observasi, maka peneliti akan mengurutkan 

observasi   yang mana yang terlebih dahulu untuk disusun agar hasil 

observasi yang dilakukan lebih memiliki hubungan yang saling 

keterkaitan. 

3. Penarikan Kesimpulan/verifikasi 

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 
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pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal dan didukung oleh  bukti-bukti  yang  

valid  dan  konsisten  saat  peneliti  kembali  ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Table 2.1 

Penelitian terdahulu 

Penulis dan tahun Judul Penelitian Hasil 

Muhammad 

miftah farid, Muh. 

Jamal Amin, 

Burhanudin, 2019. 

Analisis Kinerja 

Aparatur Sipil Negara 

(ASN)Dalam 

Meningkatkan Kualitas 

Lingkungan Hidup Pada 

Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Bontang. 

Kinerja aparatur sipil 

negara (ASN) dalam 

meningkatkan kualitas 

lingkungan hidup pada 

dinas lingkungan hidup 

kota bontang secara 

keseluruhan dapat 

dikatakan sudah cukup 

baik dengan melihat 

pada indikator kinerja 

meliputi: (a) kuantitas 

kerja, (b) ketepatan 

waktu, (c) kehadiran 

atau absensi, (d) dan 

kemampuan keja sama. 

Persamaan penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian 

Muhammad miftah farid, Muh. Jamal Amin, Burhanudin yaitu sama-sama 

menganalisis kinerja Aparatur Sipil Negara dan sama-sama menggunakan 

metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Perbedaan antara keduanya terletak pada objek penelitian serta pada 

landasan teori yang dipakai, dan periode penelitian antara keduanya. 

 

Penulis dan tahun Judul Penelitian Hasil 

Abdul Nadjib, 

2020. 

Analisis Kinerja 

Aparatur Sipil Negara 

Di Lingkungan 

Sekretariat Daerah 

Kabupaten Muara Enim. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

sebesar 59,4% kinerja 

pegawai dapat diterima 

atau baik, artinya layak 
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memenuhi kriteria : (a) 

kualitas kerja, (b) 

kuantitas pekerjaan, (c) 

ketepatan waktu, (d) 

disiplin, (e) efektivitas, 

(f) kemandirian, (g) 

bekerja dalam tim dan 

bertanggungjawab. 

Sedangkan sisanya 

sebesar 40% pegawai 

memiliki kinerja belum 

baik. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Abdul Nadjib adalah pada 

metodelogi penelitian yang bersifat deskriptif dan persamaan pada 

beberapa kriteria kinerja yang dikatakan baik. 

Perbedaan antara keduanya terdapat pada objek penelitian dan fokus 

penelitian. 

 

Penulis dan tahun Judul Penelitian Hasil 

Yuliana K. 

Manengkey, 

Imran Ismail, 

Nurkaidah, 2020. 

Analisis Kinerja 

Pegawai Pada Dinas 

Pekejaan Umum 

Provinsi Sulawesi 

Hasil penelitian 

menunjukkan sistem 

penempatan dan sistem 

kerja pegawai sangat 

mempengaruhi kinerja 

pegawai pada dinas 

tersebut. Berdasarkan 

hasil analisi diketahui 

kendala-kendala yang 

dihadapi pemimpin 

dalam mempengaruhi 

pegawai adalah : (a) tipe 

dan karakter yang 

berbeda, (b) tingkat dan 

pola pikir antar pegawai 

berbeda-beda. 

Persamaan penelitian terdapat pada metode penelitian yang sama-sama 

menggunakan metode kualitatif dan sama-sama menganalisis kinerja 
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pegawai pada Dinas. 

Perbedaan terdapat pada objek penelitian. 

 

2.2. Kinerja 

2.2.1 Pengertian Kinerja 

Kinerja menurut pendapat beberapa ahli:  

1. Menurut Hasibuan “Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja 

yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman, dan kesungguhan serta waktu”.
14

 

2. Menurut Bacal dalam Wibowo “Kinerja   merupakan   tingkat 

kontribusi   yang   diberikan   pegawai terhadap tujuan  

pekerjaannya atau  unit kerja  dan  organisasi  sebagai hasil  

perilakunya  dan  aplikasi  dari  keterampilan,  kemampuan  dan 

pengetahuannya”.
15

 

3. Adapun menurut Bastian, “kinerja adalah individu yang terlibat 

dalam proses berlangsungnya pekerjaan dengan mendapatkan 

imbalan atau upah berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah. 

Orang yang bekerja sebagai pegawai dalam suatu wadah untuk 

menjalankan roda organisasi penyelenggaraan pemerintahan sesuai 

dengan yang diharapkan.”
16

 

                                                 
14

 Wibowo, Manajemen Kinerja. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, thn 2016, hal. 153. 

  
15

 Hasibuan, M. 2003. Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas, 

Jakarta:Bumi Aksara, hal. 34 
16

 Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di  Indonesia. Yogyakarta: BPFE, hal. 329. 
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  Dalam organisasi pemerintahan kinerja aparatur merupakan hal pokok 

yang harus di diperhatikan oleh organisasi, baik pusat maupun daerah agar 

dapat bersaing dengan daerah lain. Kemampuan karyawan bekerja sama dalam 

kelompok, loyalitas, interaksi yang baik antar sesama pegawai serta cepat 

tanggap dalam menyelesaikan tugas bersama maupun individu sangat 

diperlukan sehingga menghasilkan hasil akhir sesuai dengan harapan yang 

diinginkan. Bersaing dengan daerah lain yang sudah maju akan sulit jika tidak 

dibarengi dengan kemampuan pegawai dalam bekerja dan berkontribusi 

menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Begitu juga unit-unit kelembagaan 

pada Dinas Syariat Islam Aceh harus terus di upgrade dan didorong agar lebih 

tanggap, produktik, dan professional dalam menjalankan tugasnya sebagai 

aparatur sipil negara.
17

 

Dalam menegakkan Syariat Islam secara kaffah di Aceh tidak bisa 

dilakukan secara instan, adanya profesionalitas pegawai dalam bekerja sangat 

mempengaruhi kinerja yang dihasilkan, kecakapan pegawai dalam bekerja 

sehingga dapat mendorong terwujudnya visi dan misi pemerintah Aceh untuk 

mensejahterakan masyarakat Aceh, salah satunya melalui pelaksanaan Syariat 

Islam dilingkungan Pemerintah Aceh secara menyeluruh dan sempurna sesuai 

ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Agama. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan 

kemampuan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan 

organisasi melalui strategi-strategi kerja, pengetahuan, kemauan serta skil 

                                                 
17

Yuliana K. Manengkey, Imran Ismail, Nurkaidah. Analisis Kinerja Pegawai Pada Dinas 

Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat. J. Paradigma Administrasi Negara, Vol 3 (1): 49-56, 

Desember 2020, hal 2. 
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yang dimiliki untuk memberikan hasil akhir yang sesuai dengan harapan yang 

diinginkan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang hendak dicapai. 

Pengelolaan kinerja tidak hanya sebatas cara untuk mengevaluasi kinerja 

namun juga penting untuk memotivasi dan meningkatkan produktivitas kerja 

pegawai. 

2.2.2. Indikator Kinerja 

Adapun indikator kinerja didalam mengukur kinerja organisasi publik 

di Indonesia, menurut Dwiyanto mengemukakan beberapa indikator yang 

dapat digunakan dalam mengukur kinerja organisasi publik, yaitu: 

1. Produktifitas, yaitu mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi pelayanan 

serta output dan input yang di hasilkan oleh organisasi. 

2. Responsivitas, yaitu kepekaan suatu organisasi dalam menjawab 

kebutuhan masyarakat dengan sesuai dengan harapan masyarakat. 

3. Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban terhadap kebijakan dan berbagai 

aktivitas pelayanan publik. 
18

 

2.2.3 Penilaian Kinerja   

 Penilaian kinerja atau prestasi kerja sebagai suatu hasil dari kesuksesan 

seseorang setelah menyelesaikan suatu pekerjaan. Penilaian kinerja dalam 

suatu organisasi merupakan hal penting yang harus ada untuk mengetahui 

level kinerja pegawai dalam suatu organisasi. Penilaian kinerja merupakan 

proses proses pengukuran kinerta seseorang atau pengawasan secara personal. 

Oleh karena itu kinerja merupakan hasil atau prestasi yang dicapai oleh 

                                                 
18

Desta Trianggoro, dkk. Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang (dalam 

pemilihan umum 2014).  
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seseorang berdasarkan ukuran, kurun wakktu tertentu, berkenaan dengan 

pekerjaan serta perilaku dan tingkahnya. 

 Penilaian kinerja dilakukan oleh pejabat penilai atau atasan dari 

Aparatur Sipil Negara yang berada didalam suatu instansi atau organisasi 

tersebut. Selanjutnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi pada tanggal 3 Februari 2021 menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 

Tahun 2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian 

Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021. Adapun Maksud diterbitkannya 

surat edaran tersebut adalah sebagai kebijakan transisi/peralihan dari 

ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil ke ketentuan 

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian 

Kinerja Pegawai Negeri Sipil, dimana Sasaran Kerja Pegawai (SKP) mengacu 

pada beberapa unsur, yaitu:
19

 

1. Kuantitas, menurut Mangkunegara kuantitas yaitu seberapa lama seorang 

karyawan dapat bekerja dalam suatu harinya, dan berapa jumlah hasil kerja 

yang dicapai dalam ukuran dan waktu tertentu. 

2. Kualitas, Mangkunegara menyebutkan kuantitas kerja merupakan ukuran 

mutu baik dan hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 

menyelesaikan tugas yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan yang 

diinginkan atau yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga atau organisasi.  

                                                 
19

 Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan 

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021. 

https://inspektorat.madiunkota.go.id/2021/04/01/pp-no-30-tahun-2019/
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3. Waktu, yaitu Waktu (Target Waktu) merupakan jumlah waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya bulanan, 

triwulan, kwartal, semester, dan tahunan.  

 Kemudian dalam penilaian kinerja juga menyangkut tentang perilaku 

kerja pegawai atau Aparatur Sipil Negara sebagai mana diatur dalam Surat 

Edaran Nomor 3 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
20

 

1. Orientasi pelayanan, yaitu sikap atau perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil 

dalam bekerja yaitu memberikan jasa atau memberikan pelayanan terbaik 

tanpa membedakan suku, ras, dan lainnya baik itu kepada masyarakat, 

atasan, rekan kerja, tim atau instansi lainnya. 

2. Integritas, yaitu mengarah kepada kepribadian seseorang dalam 

menyelesaikan tugas sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam 

organisasi yang dapat dipercaya, adanya kejujuran dalam bekerja, dan 

lebih menekankan pada konsistensi moral didalam konteks organisasi. 

3. Disiplin, yaitu mematuhi setiap peraturan dan tata tertib yang berlaku 

dalam suatu tempat atau organisasi serta tanggungjawab seorang ASN 

dalam bekerja, menyelesaikan tugas yang diemban sesuai dengan arahan 

yang diberikan dalam suatu organisasi. 

4. Komitmen, yaitu kemampuan seorang aparatur dalam mewujudkan tujuan 

organisasi dengan meletakkan kepentingan Dinas diatas kepentingan 

pribadi, dan/ atau golongan bahkan kepentingan lainnya. 

                                                 
20

Dalam Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2011 tentang Penilaian Perilaku kinerja 

Pegawai Negeri Sipil. 
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5. Kerja sama, yaitu kemauan dan kemampuan seorang ASN dalam suatu 

organisasi untuk saling bekerja sama dengan tim, rekan kerja, atasan, 

bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain guna untuk menyelesaikan 

tugas organisasi dengan baik, sehingga mencapai hasil kerja yang baik dan 

berkualitas. 

6. Kepemimpinan, yaitu kemampuan dan kemauan untuk mempengaruhi 

orang lain atau bawahan sebagai motivasi yang berkaitan denga tugas dan 

fungsinya agar tercapai tujuan organisasi. 

 Menurut Gibson dalam jurnal Administrasi, terdapat tiga variable yang 

mempengaruhi perilaku dan prestasi kerja (kinerja), yaitu: 

1. Variable individual, terdiri dari: 

a. Kemampuan dan keterampilan: mental dan fisik 

b. Latar belakang: keluarga, tingkat sosial, penggajian 

c. Demografis: umur, asal-usul, jenis kelamin 

2. Variable Organisasional, terdiri dari: 

a. Sumberdaya 

b. Kepemimpinan 

c. Imbalan 

d. Struktur 

e. Desain pekerjaan 

3. Variable Psikologis 

a. Persepsi 

b. Sikap 

c. Kepribadian 

d. Belajar 

e. Motivasi
21

 

 

 Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Sasaran 

Kinerja Pegawai Dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021, 

                                                 
21

Marhana, Analisis Variabel-variabel yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Pegawai Dinas 

Pertanian dan Peternakan di Kabupater Kutai Timur, 2013. Hal 120.  
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penilaian kinerja PNS tahun 2021 terbagi atas dua periode yaitu (1) penilaian 

atas Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang disusun berdasarkan Peraturan Kepala 

Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian 

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. (2) Penilaian Perilaku Kerja Berdasarkan 

Ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 

2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 

2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
22

 

  Penilaian prestasi kerja yang tercantum di dalam Undang-Undang 

Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun 2014 Pasal 76 ayat 2 penilaian kinerja 

PNS dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip berikut ini: 

1. Objektif 

2. Terukur 

3. Akuntabel 

4. Partisipasif 

5. Transparan
23

 

 

2.4. Konsep Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Membahas tentang Aparatur Sipil Negara tidak terlepas dari Undang-

Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Aparatur Sipil 

Negara adalah sebuah bentuk profesi yang merupakan penyelenggara tugas-

tugas negara yang terdapat dalam seluruh aspek pemerintahan. Pelaksanaan 

kegiatan administrasi negara dilaksanakan oleh Apratur Sipil Negara sebagai 

sumber daya manusia penggerak birokrasi. Oleh karena itu pengelolaan 

                                                 
22

 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 

Tahun 2013 Tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Dan Penilaian Kinerja Pegawai 

Negeri Sipil Tahun 2021. 
23

 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun 2014 Pasal 76 ayat 2 penilaian kinerja 

Pegawai Negeri Sipil. 
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aparatur sipil negara sangat penting untuk dilakukan salah satunya untuk 

mewujudkan reformasi birokrasi. Sebagai aparatur sipil negara sudah menjadi 

kewajibannya untu terus mengasah keahlian, mengelola kemampuan dirinya, 

dan megembangkan potensi diri untuk dapat bersaing dalam organisasi serta 

dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya.
24

 

Beberapa para ahli juga berpendapat mengenai definisi Aparatur Sipil 

Negara atau Pegawai Neger Sipil. A. W. Widjaja mendefinisikan pegawai 

sebagai tenaga kerja manusia yang memberikan segenap mental dan 

pikirannya dalam melaksanakan tugas negara oleh kaeran itu dalam mencapai 

tujuannya dibutuhkan kerja sama yang maksimal.
25

 

Sedangkan menurut Musanef, pegawai adalah orang-orang yang 

melaksanakan tugas yang diemban dengan mendapatkan imbalan jasa berupa 

gaji dan tunjangan dari pemerintah atau swasta. Dalam melaksakan tugas 

tentunya diarahkan langsung oleh menejer sehingga dapat mengahsilkan 

karya-karya yang sesuai dengan harapan suatu organisasi baik pemerintah 

maupun swasta.
26

 

2.4.2. Jenis, Status, dan Kedudukan Pegawai ASN 

 a. Pegawai ASN terbagi kepada dua jenis, yaitu: 

1) PNS (Pegawai Negeri Sipil), dan 

2) PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). 

b. Status ASN adalah sebagai berikut: 

1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pegawai ASN yang 

diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat Pembina 

                                                 
24

Muhammad Miftah Farid, Muh. Jamal Amin, Burhanudin. Analisis Kinerja Aparatur 

Sipil Negara (ASN) Dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Pada Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Bontang. eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 7, Nomor 1, 2019. Hal, 3224. 
25

 A. W. Widjaja, 2006, Administrasi Kepegawaian, (Jakarta: Rajawali). Hal 113. 
26

 Rosdakarya Musanef, 2007, Manajemen Kepegawaian di Indonesia, (Jakarta: Gunung 

Agung). Hal. 5. 
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kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara 

nasional.  

2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 

merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai 

dengan perjanjian kerja oleh pejabat Pembina kepegawaian 

sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan 

undang-undang ini.
27

 

 

Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur Aparatur Negara, 

yaitu: 

1) Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh 

pimpinan instansi pemerintah. 

2) Pegawai ASN harus bebas dari pengarus dan intervensi semua 

golongan dan partai politik. 

 

Dalam menjalankan profesinya segawai PNS, Pegawai ASN 

berfungsi sebagai: 

1. Pelaksana kebijakan publik, yaitu pegawai yang telah dipilih oleh 

negara sebagai pelaksana tugas-tugas negara melalui suatu 

kebijakan yang telah disusun untuk kesejahteraan negara dan 

rakyatnya. 

2. Pelayanan publik, yaitu penyelenggara negara yang bertugas 

memenuhi kebutuhan masyarakat atau publik.   

3. Perekat dan pemersatu bangsa.
28

 

Adapun tugas aparatur sipil negara (ASN) adalah sebagai berikut: 

a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

b. Memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas 

kepada masyarakat. 

c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Dalam menjalankan profesinya, pegawai ASN mempunyai peran 

sebagai berikut: 

a. Perencana  

b. Pelaksana  

c. Pengawasan
29

 

                                                 
27

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

Pasal 7, ayat 1-2. 
28

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

Pasal 10, ayat 1-3. 
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2.4.3.  Kewajiban Aparatur Sipil Negara 

 Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 23 adalah sebagai berikut: 

1) Sumpah atau janji PNS 

2) Sumpah atau janji jabatan 

3) Setia dan mentaati pancasila, Undang-undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

Pemerintah. 

4)  Menaati segala peraturan yang berlaku. 

5) Melaksanakan tugas yang dibebankan kepada PNS dengan 

penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. 

6) Menjunjung tinggi kehormatan negara, dan martabat PNS. 

7) Meletakkan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi. 

8) Memegang rahasia jabatan menurut sifatnya atau menurut 

perintah harus dirahasiakan. 

9) Bekerja dengan jujur, cerdas, cermat, disiplin. 

10) Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. 

11) Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. 

12) Menggunakan dan menjaga barang negara dengan baik. 

13) Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas. 

14) Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk 

mengembangkan karier. 

15) Menaati peraturan kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang 

berwenang.
30

 

 

Manajemen aparatur sipil negara atau Manajemen ASN diharapkan 

dapat memberikan pengelolaan yang baik terhadap aparatur sipil negara 

untuk dapat menghasilkan kinerja aparatur sipil negara yang produktif, 

professional, memiliki etika profesi, berkualitas dan bertanggung jawab.  

Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa aparatur sipil 

negara merupakan penyelenggara tugas-tugas negara yang berkontribusi dan 

memberikan jasanya terhadap kesejahteraan bangsa dan negara sesuai dengan 

                                                                                                                                      
29

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

Pasal 11, ayat 1-3. 
30

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 

Negara pasal 23. 
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peraturan atau perundang-undangan. Siapapun pemimpin suatu negara itu 

tidak bermasalah, asalkan kinerjanya dan bagaimana dampaknya terhadap 

bangsa dan negara. 

2.5. Teori Disiplin 

 Handoko mengemukakan bahwasanya Disiplin adalah kegiatan 

manajemen untuk menjalankan standar-standar organisasional. Dari pendapat 

ini standar peraturan perusahaan akan ternilai dengan tingkat disiplin 

karyawan, apakah karyawan sudah menjalankan standard dan prosedur yang 

berlaku atau tidak, serta keefektifan standar perusahaan dalam dalam 

menindaklanjuti hasil temuan disiplin kerja pegawai.”
31

 

 Kemudian Hasibuan menjelaskan juga bahwa “kedisiplinan 

merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan-

tujuannya. Disiplin merupakan fungsi penting dalam sebuah organisasi 

karena semakin baik kedisiplinan karyawan, semakin tinggi prestasi kerja 

yang dapat dicapainya. Sebaliknya, tanpa disiplin, sulit bagi organisasi 

perusahaan mencapai hasil yang optimal. Kedisiplinan harus diterapkan 

dalam suatu perusahaan karena akan berdampak terhadap kinerja karyawan, 

sehingga mempengaruhi kesuksesan dan keberhasilan dari perusahaan.”
32

 

 Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpilkan 

bahwa kedisiplinan merupakan kemampuan seseorang karyawan dalam 

mengikuti peraturan yang dibuat oleh suatu organisasi untuk memudahkan 

                                                 
31

 Handoko, Manajemen Personalia Sumber Daya Manusia, 2014, (BPFE:Yogyakarta) Hal. 

208. 
32

 Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia. 2019, Edisi Revisi, (Jakarta:Bumi 

Aksara). Hal 1-8 
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dalam mencapai tujuan oranisasi dan menghasilkan kinerja karyawan yang 

kompeten. Disiplin merupakan kunci sukses suatu organisasi, tanpa adanya 

disiplin dalam suatu organisasi akan menghambat tercapainya tujuan dan 

mengakibatkan hasil capaian kinerja tidak dioptimal. 

2.5.1. Tujuan Kedisiplinan 

 Menurut Hasibuan, maksud dan sasaran dari disiplin kerja adalah 

terpenuhinya beberapa tujuan seperti: 

1. Tujuan umum disiplin kerja adalah demi kelangsungan perusahaan 

sesuai dengan motif perusahaan yang bersangkutan, baik hari ini 

maupun hari esok. 

2. Tujuan khusus disiplin kerja 

a. Agar para tenaga kerja menepati segala peraturan dan 

kebijakan ketenagakerjaan maupun peraturan dan kebijakan 

perusahaan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak 

tertulis, serta melaksanakan perintah manajemen. 

b. Dapat melaksanakan pekerjaan sebaik-baiknya serta mampu 

meberikan servis yang maksimum kepada pihak tertentu yang 

berkepentingan dengan perusahaan sesuai dengan bidang 

pekerjaan yang diberikan kepadanya.  

c. Dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana 

barang dan jasa perusahaan dengan sebaik-baiknya. 

d. Dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma-norma 

yang berlaku pada perusahaan. 

e. Tenaga kerja mampu memperoleh tingkat produktivitas yang 

tinggi sesuai dengan harapan perusahaan, baik dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang.
33

 

 

2.6. Teori Pembinaan  

 Menurut Miftah Toha dalam Ridwan menyatakan bahwa pembinaan 

adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam 

hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi 

atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuau 

                                                 
33

 Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia. 2019, Edisi Revisi, (Jakarta:Bumi 

Aksara). Hal 7-10. 
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tindakan, proses, atau perntaan tujuan, dan pembinaan dapat menunjukkan 

kepada perbaikan atas sesuatu.
34

  

 Pengertian pembinaan berdasarkan pendapat para ahli dapat 

disimpulkan bahwa pembinaan merupakan suatu cara yang dilakukan untuk 

membawa kepada arah yang lebih baik untuk mendukung individu 

melakukan apa yang diinginkan, dan dapat mengendalikan suatu 

permasalahan yang terjadi. 

 Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan 

bahwa manajemen pegawai negeri sipil adalah pengelolaan pegawai negeri 

sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki 

nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik 

korupsi, kolusi, dan nepotisme.
35

 

 Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah lembaga pepemerintah 

nonkementrian yang berwenang melakukan pembinaan dan 

menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur 

dalam undang-undang. Adapun manajemen PNS meliputi penyusunan dan 

penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, 

promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, 

                                                 
34

 Miftah Thoha, Kepemimpinan dalam manajemen. 2003. (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada). Hal 182. 
35

 Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 
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disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, 

perlindungan.
36

 

2.7. Kerangka Pemikiran 

  Menurut Rianse dan Abdi mendefinisikan kerangka fikir sebagai 

suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah-masalah riset 

berdasarkan fakta-fakta, observasi, telaah pustaka, dan landasan teori.
37

 

Untuk melihat Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi ASN, maka dalam 

penelitian ini peneliti mengambil beberapa indikator kinerja berdasarkan 

teori dari Dwiyanto, yaitu Produktivitas, Responsivitas, Akuntabilitas. 

Sedangkan kinerja ASN dalam penelitian ini merujuk pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil 

Negara, dengan dua indikator yaitu Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku 

Kerja. Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan 

Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan 

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 Dalam penelitian ini 

kerangka fikirnya dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 
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 Rianse. Usman dan Abdi, Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi), 

(Alfabeta: Bandung, 2008). Hal 85. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

3.1. Gambaran Umum Pemerintah Aceh 

 Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang ibu kotanya 

adalah Banda Aceh. Aceh juga merupakan salah satu provinsi yang diberikan 

hak istimewa atau yang disebut otonomi khusus. Perjalanan ketatanegaraan 

Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah 

yang bersifat istimewa dan memiliki kewenangan khusus, terkait dengan 

karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan 

dan daya juang tinggi. 

 Sejalan dengan dilaksanakannya otonomi daerah maka tugas yang 

diemban oleh pemerintah daerah sudah lebih berat dari sebelumnya. Tugas 

yang dititik beratkan kepada derah kabupaten/kota sudah lebih komplesk 

dengan adanya otonomi daerah. Aceh merupakan salah satu daerah yang 

mendapatkan otonomi khusus, salah satu tugas yang diimplementasikan dari 

hasil otonomi khusus adalah melaksanakan Syariat Islam di Aceh secara 

kaffah atau sempurna. Oleh karena itu birokrasi dituntut lebih baik agar para 

pejabat pemerintah atau Aparatur Pemerintah dapat memahami dan 

menjalankan tugas dengan teratur. 

 Aceh terletak diujung utara pulau Sumatra dan merupakan Provinsi 

paling barat Indonesia. Berikut merupakan peta dari Provinsi Aceh. 

Berdasarkan letak Geografis, batas wilayah Aceh adalah Sebelah Utara: 

berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut Andaman. Sebelah Selatan: 
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berbatasan dengan Samudera Hindia. Sebelah Timur: berbatasan dengan 

Sumatera Utara. Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Hindia. 

3.2. Gambaran Umum Dinas Syariat Islam Aceh 

3.2.1.  Sejarah Dinas Syariat Islam Aceh   

Aceh merupakan salah satu provinsi yang diberikan otonomi khusus, 

dan satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberikan hak istimewa dalam hal 

pelaksanaan Syariat Islam. Syariat Islam di Aceh sudah ada sejak dahulu, 

namun kehadiran lembaga khusus untuk mewujudkan Syariat Islam secara 

kaffah sebagai sistem hidup umat Islam yang mengerjakan kewajiban, 

meninggalkan larangan, menaati perintah Allah, dan saling menghormati 

sesama manusia, kelahiran lembaga yang mewadahi keberlangsungan 

pelaksanaan Syariat di Aceh sudah sepatutnya ada, lahirnya wadah ini sesuai 

dengan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 terwujudnya dalam bentuk 

Dinas Syariat Islam.  

Kemudian pembentukan Dinas Syariat Islam merupakan respon yang 

akurat untuk pemberlakuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 

pelaksanaan keistimewaan Aceh dan undang-undang nomor 18 tahun 2001 

tentang otonomi khusus Nanggroe Aceh Darussalam. 

 Setelah Undang-undang No 44 Tahun 1999 yang memberi izin kepada 

Aceh untuk melaksanakan empat keistimewaan yang disahkan, maka dirasa 

perlu membentuk sebuah instansi yang secara khusus bertanggung jawab dan 

melaksanakan pelaksanaan Syariat Islam, karena pekerjaan ini dirasa berat dan 

perlu ditangani secara sungguh-sungguh yang tidak dapat dikerjakan secara 
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sambil lalu. Begitu pula ada semacam keyakinan bahwa kegiatan besar ini 

tidak dapat diwujudkan secara sempurna bila diurusi oleh berbagai instansi 

secara sendiri-sendiri, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan. 

 Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Aceh dan DPRD mensahkan 

PERDA Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Sususnan Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada 

tanggal 27 Agustus 2001 M. Bentuk Dinas ini dipilih atas dasar pertimbangan 

yang matang dikarenakan melihat pekerjaan pekerjaan yang dibebankan 

kepada instansi tidak dapat terealisasikan dengan maksimal apabila hanya 

dikerjakan oleh sebuah instansi yang kewenangan dan susunan organisasinya 

lebih rendah dan kecil seperti badan atau kantor. 

Dinas Syariat Islam Aceh lahir pada tanggal 25 Januari 2002 Syariat 

Islam di Aceh tidak bisa terlaksana secara instan, butuh persiapan dan proses, 

terlalu banyak tuntutan dari masyarakat yang ingin segera terwujudakan, 

namun sarana dan prasarana pada saat itu masih terbatas, sumber daya 

manusia juga belum memadai. Oleh karena itu selain sarana, sumber daya 

manusia yang kompeten, profesionl dan mempunyai kemampuan khusus 

dibidangnya sangat berpengaruh dengan kualitas kinerja dalam hubungannya 

dengan pelaksanaan Syariat Islam di lingkungan Pemerintah Acehterhadap 

capaian kualitas kinerja untuk menyongsong terlaksananya Syariat Islam Aceh 

secara menyeluruh. Memiliki sumber daya manusia yang handal, professional, 
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kreatif, dan partisipasi dari masyarakat merupakan point penting dalam suatu 

lembaga untuk merespon kebutuhan publik. 

3.2.2 Visi dan Misi Dinas Syariat Islam Aceh 

Dalam melaksanakan tugas-tugas yang di emban, Dinas Syariat Islam 

Aceh Syariat Islam mempunyai visi dan misi sebagai berikut: 

1. Visi Dinas Syariat Islam Aceh yaitu: Terwujudnya masyarakat Aceh 

yang damai, adil, sejahtera dan bermartabat berdasarkan Syariat 

Islam. 

Adapun misi Dinas Syariat Islam Aceh adalah sebagai berikut: 

a. Membina kegiatan keagamaan ummat Islam dibidang aqidah, 

ibadah dan akhlak. 

b. Membina kelembagaan hukum, penataan Syariat Islam, aktifitas 

peribadatan, memfasilitasi srana prasarana untuk kelancaran 

proses pelaksanaan, membina lembaga pengembangan tilawah al 

quran dan penerapan kehidupan sehari-hari berdasarkan al quran. 

c. Penataan, dan pengelolaan masjid raya baiturrahman dalam 

pelayanan umat. 

d. Melakukan kajian, pelatihan atau training pengembangan 

sumberdaya syariat. 

e. Membina kemakmuran dan toleransi antar ummat. 
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3.2.3. Tugas Dan Fungsi Dinas Syariat Islam 

Berikut merupakan tugas dan fungsi Dinas Syariat Islam Aceh: 

Tugas  

a. Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan 

khusus pemerintah daerah dan pembangunan serta bertanggung jawab 

dibidang Pelaksanaan Syariat Islam. 

Fungsi 

b. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perancanaan, penyiapan 

qanun yang berhubungan dengan Pelaksanaan Syariat Islam serta 

mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya. 

c. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan 

sumber daya manusia yang berhubungan dengan Pelaksanaan Syariat 

Islam. 

d. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban 

pelaksanaan peribadatan dan penataan sarananya serta pemarakkan syiar 

Islam. 

e. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan dan 

pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam ditengah-tengah 

masyarakat. 

f. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembimbingan dan 

penyuluhan Syariat Islam.
38

 

 

3.2.4. Uraian Tugas Dinas Syariat Islam Aceh 

Berikut ini merupakan uraian tugas Dinas Syariat Islam Aceh, antara 

lain adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas 

Kepala dinas Syariat Islam Aceh mempunyai tugas memimpin dinas, 

mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi, serta melaksanakan 
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 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016  Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh.Pasal 5 dan 6. 
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tugas umum dan khusus pemerintahan Aceh dan pembangunan bidang 

pelaksanaan Syariat Islam.
 
 

2. Sekretaris 

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan 

administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, 

perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, 

perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Syariat 

Islam, dengan uraian: 

a. Pengelolaan administrasi dan pelayanan administrasi dilingkungan 

Dinas Syariat Islam. 

b. Penyususnan program kerja dan anggaran, informasi, kehumasan, 

serta pelaporan. 

c. Penyiapan data informasi dan pembinaan organisasi ketatalaksanaan. 

d. Pelaksanan tugas-tugas kedinasan lain atas petunjuk Kepala Dinas. 

Sekretaris membawahi: 

Sub Bagian Umum  

Melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, 

perpustakaan, dan kearsipan. 

Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana 

Melakukan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, dan perundang-

undangan. 
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Sub Bagian Perencanaan dan Program 

Mempunya tugas melakukan urusan perencanaan dan penyususnan 

program, hubungan masyarakat, data, informasi, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan. 

Sub Bagian Keuangan 

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan keuangan dan 

pengelolaan aset.  

3. Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Azazi Manusia 

Mempunyai tugas melakukan pembinaan, kerjasama dan peningkatan 

hukum pelaksanaan Syariat Islam. 

4. Bidang Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da’i 

Mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pningkatan penyuluhan 

agama islam, Pemberdayaan Tenaga Keamanan dan Pemberdayaan 

tenaga da’i. 

5. Bidang Peribadatan Syiar Islam dan Pengembangan Sarana 

Keagamaan 

Bidang ini mempunyai tugas melakukan pembinaan peribadatan 

keagamaan dan Syiar kepada masyarakat.
39
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BAB IV 

DATA DAN HASIL PENELITIAN 

 

 

 Pada bab ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian 

berdasarkan temuan peneliti pada saat penelitian langsung dilapangan. 

Pembahasan mengenai Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas 

Syariat Islam Aceh. Adapun uraian disesuaikan berdasarkan fokus 

penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan rumusan 

masalah yang ingin ditemukan hasil serta jawabannya. Maka oleh karena 

itu secara ringkas akan disajikan hasil dan analisa penelitian ini sebagai 

berikut:  

 Analisis adalah suatu proses yang memuat berbagai kegiatan 

didalamnya untuk memecahkan suatu permasalahan seperti mengurai, 

membedakan, dan memilah berdasarka kriteria tertentu untuk dapat di 

peroleh maknanya. Adapun analisis kinerja adalah suatu proses kegiatan 

mencari suatu fakta dalam suatu organisasi yang berkaitan dengan kinerja 

Aparatur Sipil Negara. Maka dalam hal ini peneliti meneliti tentang 

Analisis kinerja Aparatur Sipil Negara pada Dinas Syariat Islam Aceh. 

4.1. Implementasi/Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur 

Sipil Negara Pada Dinas Syariat Islam Aceh 

 Implementasi atau pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ditentukan 

berdasarkan beberapa indicator yang telah ditentukan yaitu produktivitas, 

responsivitas, dan akuntabilitas. Dari beberapa indicator tersebut peneliti 

menganalisis bagaimana aparatur mengimplementasikan tugas pokok dan 
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fungsinya masing-masing sesuai jabatan tertentu, baik dilihat berdasarkan 

kecepatan atau kemampuan aparatur dalam memahami tugas dengan 

cepat dan tanggap, upaya mengatasi kendala dalam bekerja, dan bentuk 

pertanggungjawaban aparatur terhadap pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsinya masing-masing sesuai jabatan yang telah ditentukan untuk 

menunjang kualitas kinerja aparatur sipil negara dalam memberikan 

pelayanan publik.  

4.1.1. Produktivitas 

 Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mengahasilkan 

produktivitas kerja, Aparatur Sipil Negara pada Dinas Syariat Islam Aceh 

sudah ditempatkan berdasarkan latar belakang pendidikan, sesuai dengan 

skill yang dimiliki untuk memudahkan memperoleh capaian kinerja sesuai 

keinginan organisasi. Kemudian ada diadakan Diklat atau pelatihan 

kepada aparatur sebagai suatu usaha meningkatkan skill sumber daya 

yang ada pada organisasi pemerintahan. Berikut wawancara peneliti 

dengan kepala subbagian kepegawaian dan tata laksana terkait 

produktivitas kinerja, beliau mengatakan: 

Ada, tapi tidak semua dikasih pelatihan, tergantung anggaran karena 

terbatas, jadi hanya pilihan yang dibutuhkan saja yang dipanggil 

untuk pelatihan. Kemudian kita ada sistem manajemen kinerja, dari 

situlah penilaian kinerja langsung dari pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi masing-masing ASN. Kemudian ada analisis jabatan, analisis 

beban kerja, sehingga penempatan pegawai pertama dilihat jenjang 

pendidikan ASN, begitu juga dalam pelaksanaan tupoksinya jadi 

semua ada sistem yang mengatur. Jadi insyaallah di DSI penempatan 
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nya kita sesuaikan dulu dengan jenjang pendidikannya, kemudian 

baru disesuaikan dengan Tusi masing-masing.
40

  

 

  Kemudian hasil wawancara peneliti dengan staff kepegawaian 

terkait produktivitas kerja adalah sebagai berikut: 

Pelatihan yang diberikan kalau kami di kepegawaian ada, ada diklat 

kepegawaian diadakan oleh BPSDM biasanya adalah 1 atau 2 kali 

dalam setahun, ada penyusunan ABK, Anjab, dan Bimtek di Badan 

Kepegawaian Aceh itu tergantung kebutuhannya. Jadi dalam 

pelaksanaan tugas masing-masing sudah ada pembagian tugas, yang 

nantinya dinilai perbulan, namun pekerjaanya juga saling berkaitan 

satu sama lain.
41

 

 

 Berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala bagian umum dan 

aset: 

 

Pelatihan ada, cuman tergantung triwulan. Ada diklat seperti naskah, 

keuangan, kepegawaian. Kemudian ada PPBJ. Tapi gak bisa dikasih 

semua hanya prioritas saja. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ada 

anjabnya, sehingga tidak sesuai skill dan tidak sembarangan 

ditempatkan. Dengan ada rincian tugas pokok dan fungsi ASN lebih 

mudah bekerja, tapi tetap saling berkaitan, ada ABK nya.
42

 

 

  Kemudian peneliti kembali bertanya terkait pelatihan kepada 

Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh: 

Pelatihan secara internal dari dinas hanya di laksanakan maksimal tiga 

hari, namun lebih dari tiga hari, misalnya seperti sosialisasi, Bimtek, 

dan pembinaan manajemen masjid. Namun jika lebih dari itu yang 

berwenang memberikan pelatihan adalah BPSDM, BPK, dan lainnya. 

Begitu juga dalam pelaksanaan tugas jika ada satu ASN saja yang 

bermasalah, maka yang lainnya juga akan terhambat. Sehingga selalu 

di arahkan dan diingatkan berulangkali.
43
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Wawancara peneliti dengan kepala bagian perencanaan dan program: 

 

Terkait dengan pelatihan, ada tapi tidak semua bisa dipanggil 

meskipun secara aturan adalah semua ASN berhak mendapatkan 

pelatihan 20 jam pelajaran setiap tahunnnya, namun yang dipanggil 

hanya yang bersangkutan/prioritas saja, hal-hal tertentu yang terkait 

dengan Dinas Syariat Islam, kalau tidak terkait ya tidak dipanggil oleh 

BPSDM sebagai pihak yang berwenang, keterbatasan tersebut 

dikarenakan anggaran yang tidak memadai.
44

 

 

  Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Aparatur Sipil 

Negara pada Dinas Syariat Islam Aceh, ada standar operasional prosedur 

atau yang biasa disebut SOP sebagai dasar pelaksanaan tugas masing-masing 

ASN. Dalam SOP tersebut memuat satuan hasil, waktu penyelesaian tugas 

(menit), waktu kerja efektif (menit), beban kerja pegawai, dan pegawai yang 

diburtuhkan, kemudian ada hasil kerja yang harus dicapai, salah satunya 

seperti terpahaminya tugas dan petunjuk kerja, dan laporan. Dalam SOP 

tersebut juga memuat bahanbahan yang dibutuhkan untuk menunjang 

pelaksanaan kerja seperti alat perlengkapan kantor (ATK), selanjutnya 

adaperangkat kerja yaitu SOP, Peraturan Perundang-undangan yang terkait, 

data dan informasi. Kemudian adanya tanggungjawab atas keberhasilan 

pelaksanaan tugas, dan penggunaan perlengkapan kendaraan dinas secara 

efektif dan efisien. Selanjutnya ada wewenang untuk memberi saran kepada 

atasan serta menjaga dan memelihara dokumen kedinasan dengan baik. 

Standar Operasional Prosedur sebagai dasar pelaksanaan tugas Aparatur 

Sipil Negara pada Dinas Syariat Islam Aceh diharapkan dapat terpahaminya 

tugas dengan baik berdasarkan petunjuk kerja serta waktu yang telah 
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ditentukan, kemudian tersedianya, laporan kerja, serta bertanggungjawab. 

Berikut salah satu SOP sebagai dasar pelaksanaan tugas ASN:  

Gambar 4.1 

SOP Dasar Pelaksanaan Tugas ASN 

Sumber: Data dari Dinas Syariat Islam Aceh, 2021.
45
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 Dinas Syariat Islam Aceh, 2021. 

No
Satuan 

Hasil

Waktu 

Penyelesaian 

(Menit)

Waktu 

Kerja 

Efektif 

(Menit)

Beban Kerja

Pegawai 

Yang 

Dibutuhkan

Keterangan

1 Dokumen 15 300 2 0.1

2 Kegiatan 15 75000 470 0.094

3 Dokumen 45 75000 470 0.282

4 Dokumen 120 75000 72 0.1152

5 Dokumen 45 75000 705 0.423

6 Dokumen 30 75000 6 0.0024

7 Kegiatan 300 75000 20 0.08

8 Kegiatan 300 75000 1 0.004

Jumlah 1.101

Pembulatan

HASIL KERJA :

1) Terpahaminya tugas dan petunjuk kerja

2) Tersedianya bahan dan kebutuhan kerja

3) Tersedianyadata dan peralatan publikasi kegiatan SKPA

4) Terpilahnya data kegiatan per bidang

5) Terkelolanya data

6) Tersampaikannya hasil olahan data

7) Terlaksananya tugas tugas kedinasan lainnya

8) Tersedianya Laporan.

BAHAN KERJA :

No

a. Alat Perlengkapan Kantor Fasilitasi Berkerja

b. ATK Peralatan bekerja

PERANGKAT KERJA :

No

a. SOP Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

b. Peraturan Perundang-Undangan yang terkait Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

c. Data dan Informasi Bahan Pelaksanaan Tugas

TANGGUNG JAWAB :

No

a. Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas.

b. Penggunaan perlengkapan kenderaan dinas secara efektif dan efisien

WEWENANG :

No

a.

b. Menjaga dan memelihara dokumen kedinasan.

Uraian Tugas

TUGAS POKOK

Membuat laporan hasil pelaksanaan

tugas kepada atasan sebagai bahan

untuk penyusunan program

selanjutnya.

Bahan Kerja Penggunaan Dalam Tugas

Mempelajari tugas dan petunjuk kerja

yang diberikan atasan untuk

menghindari kesalahan dalam

pelaksanaan kegiatan.

Mempersiapkan bahan dan peralatan

sesuai dengan kebutuhan untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas.

Mempersiapkan data dan peralatan

publikasi kegiatan SKPA sebagai

bahan kliping koran untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas.

Melakukan pemilahan-pemilahan

pengumpulan data kegiatan

perbidang sesuai dengan petunjuk

untuk mendapatkan data yang akurat

Melaksanakan pengelolaan data

dengan cara mengklarifikasi,

mentabulasi dan mengkapitulasi data

berdasarkan hasil pengumpulan

untuk ditindaklanjuti.

Menyampaikan hasil olahan data

kepada atasan untuk dapat

dipergunakan oleh pihak-pihak yang

membutuhkan.

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan

lainnya sesuai instruksi atasan agar

tugas terbagi habis; dan

Perangkat Kerja Penggunaan Dalam Tugas

Uraian

Uraian

Memberi saran kepada atasan.
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  Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa aparatur 

sipil negara pada Dinas Syariat Islam Aceh sebagian besar sudah mampu 

memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing 

dengan baik berdasarkan tugas masing-masing sesuai jabatan berdasarkan 

ANJAB dan ABK, namun sebagaian aparatur masih perlu perhatian lebih 

berupa motivasi, arahan serta bimbingan langsung dari atasan langsung 

atau dari Dinas Syariat Islam. Kemudian dengan adanya dasar 

pelaksanaan tugas atau SOP juga semakin memudahkan aparatur untuk 

mengasilkan produktivitas kerja. 

 Terkait pelatihan untuk meningkatkan produktivitas atau skill 

dalam bekerja belum diberikan pelatihan untuk semuanya dan hanya 

diberikan pelatihan tergantung prioritas/kebutuhan serta tergantung 

ketersediaan anggaran. Namun untuk pelatihan yang diselenggarakan dari 

Dinas (internal) jarang berdasarkan analisa peneliti dari hasil wawancara 

beberapa informan diatas. Sehingga hal ini sangat menekan produktivitas 

kinerja Pegawai untuk menghasilkan capaian kinerja (hasil kerja).  

 4.1.2. Responsivitas  

 Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah bagian yang sangat 

penting dalam suatu organisasi untuk menghasilkan kualitas kinerja ASN 

yang berkualitas agar mampu merespon dengan baik berbagai kebutuhan 

masyarakat. Namun tidak dipungkiri dalam pelaksanaan tersebut juga 

terdapat beberapa kendala baik dari internal maupun eksternal.  
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 Adapun kendala dalam menjalankan tugas berdasarkan hasil 

wawancara bersama beberapa informan pada Dinas Syariat Islam Aceh 

dan analisa peneliti adalah sarana/fasilitas yang kurang memadai seperti 

keterbatasan komputer dimana tidak semua aparatur memilikinya sebagai 

salah satu pendukung pelaksanaan kerja ASN, sehingga terpaksa 

membawa laptop pribadi. Kemudian kendala eksternal bisa terjadi 

dikoordinasi/hubungan dengan lembaga lainnya. Berikut wawancara 

peneliti dengan staff kepegawaian pada Dinas Syariat Islam Aceh. 

Kendala dalam melaksanakan tupoksi ada di koordinasi, seperti 

pengurusan SK pensiun yang terhambat dan lama prosesnya di 

BKA, terhambat proses administrasi tersebut karena berhubungan 

dengan SKPA lain, sehingga pekerjaan diselesaikan tidak tepat 

waktu atau tidak sesuai dengan waktu normal. Kalau kendala 

internal ada juga biasanya protes absen, ngeluhnya saya lupa 

absen, jadi itu cuman bisa toleransi hari pertama diberlakukan 

absen online misalnya, karena kalau lupa tidak bisa ditolerir.
46

 

 

  Kemudian saya lanjut menanyakan apa kendala dalam 

melaksanakan tupoksi dan bagaimana upaya mengatasinya kepada kepala 

bagian umum dan aset, beliau mengatakan: 

Kendala dalam bekerja komputer tidak memadai, belum semua 

pegawai mendapatkannya untuk mendukung aktivitas kerja 

mereka. Sehingga mau tidak mau ya harus bawa laptop pribadi. 

Jadi upaya untuk mengatasi mengusahakan perangkat ada untuk 

satu orang satu agar lebih mendukung dalam pelaksanaan tugas.
47

 

 

  Berikut wawancara peneliti dengan kepala subbagian kepegawaian 

dan tatalaksana: 

Kendala internal dalam bekerja bisa disebabkan kurang kesadaran 

untuk menambah wawasan, kurang keinginan untuk belajar. Jadi 
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untuk mengatasi kendala tersebut harus sering disosialisasikan, 

adanya (penekanan dari atasan) seperti pembinaan, informasi-

informasi terbaru bahkan disaat ada peraturan baru harus langsung 

diinformasikan kepada staff dan semua aparatur.
48

 

 

 Kemudian peneliti juga menanyakan kepada Staff terkait kendala 

dalam bekerja, beliau menyatakan: 

Kendala dalam bekerja biasa saat proses rekapan absen, ada yang 

protes absen. Misalnya, ini kenapa saya telat padahal sudah lapor, 

kenapa masih dipotong tunjangan kinerjanya, dan lain sebagainya. 

Jadi disaat begitu ya langsung kita suruh buat dulu surat 

pernyataanya, atau langsung diarahkan dulu kepada kepala kita 

untuk dibina. Kendala lainnya komputer kurang memadai, jadi 

saya harus bawa laptop sendiri, kalau tidak ya gak bisa bekerja. 

Namun ada lingkungan kerja yang baik dapat mendukung 

terlaksananya pekerjaan.
49

 

 

  Adapun selain kendala eksternal juga terdapat kendala internal 

dalam kantor Dinas Syariat Islam Aceh seperti tidak membaca grub disaat 

adanya peraturan yang baru, tidak hadir ketika ada musyawarah atau 

sosialisasi, sehingga kurang informasi. Kemudian berdasarkan observasi 

peneliti kendala lain dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi adalah 

masih ada aparatur yang enggan atau kurang kesiapan untuk melayani 

masyarakat atau mahasiswa disaat butuh informasi mengenai kantor dinas. 

  Upaya untuk mengatasi kendala tersebut diatas adalah diusahakan 

komputer/perangkat dimiliki masing-masing oleh setiap ASN untuk 

mendukung pelaksanaan kerja. Kemudian adanya penekanan dari tiap-tiap 

atasan langsung seperti adanya pembinaan khusus, informasi yang jelas 

disaat ada tugas yang harus diselesaikan dan disaat ada peraturan baru. 
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Untuk staff diusahakan ada usaha untuk terus belajar, mendengarkan arahan 

dari atasan, dan tidak sungkan membaca informasi di media group untuk 

kelangsungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan baik dan tepat. 

Sehingga menurut analisa peneliti hal yang paling penting adalah punya 

kesadaran tinggi dalam menjalankan tugas, respon cepat dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat, dan ketegasan terhadap absensi. 

4.1.3. Akuntabilitas 

 Dalam implementasi/pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai 

ASN tidak terlepas dari pertanggungjawaban masing-masing aparatur atas 

kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut. 

Pada Dinas Syariat Islam Aceh sudah di jalankan sistem manajemen kinerja 

atau disebut SIMANJA, tujuannya adalah sebagai bentuk 

pertanggungjawaban ASN terhadap pelaksanaan tupoksi, kemudian menilai 

hasil kinerja, dan kedisiplinan aparatur. Dari data tersebut akan menentukan 

berapa besar kinerja yang dicapai oleh masing-masing ASN dan 

menentukan berapa hak/tunjangan kinerja yang berhak diperoleh dari 

kewajiban yang telah dilaksanakan.  

  Akuntabilitas/pertanggungjawaban aparatur dalam suatu 

organisasi merupakan hal yang sangat penting, berdasarkan hasil 

wawancara dengan informan pada Dinas Syariat Islam menjabat sebagai 

Sekretaris pada Dinas Syariat Islam Aceh: 

Pertanggungjawaban dalam bekerja langsung tersistem, karena kita 

ada sistem manajemen kinerja yang biasa disebut “SIMANJA”. 

Jadi Simanja inilah yang akan menentukan capaian kinerja mereka, 
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besar tunjangan yang berhak diterima, juga termasuk kedisiplinan 

pegawai.
50

  

  

 Kemudian saya kembali menanyakan kepada Staff bagaiaman 

bentuk pertanggungjawabannya terhadap pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsinya, beliau mengatakan bahwa: 

Kalau pertanggungjawaban seperti bapak sekeretaris bilang, 

dimana SIMANJA (sistem manajemen kinerja) yaitu suatu sistem 

yang digunakan sebagai penilaian hasil kerja selama sebulan, 

tujuannya adalah untuk menilai hasil kinerja dan kedisiplinan 

ASN. Penilaian tersebut untuk menentukan hak/tunjangan kinerja 

ASN. Sehingga apabila ASN melanggar atau tidak sesuai aturan 

yang telah disepakati langsung dipotong tunjangan prestasi kerja. 

Penempatan ASN ditempatkan berdasarkan jenjang pendidikan, 

tugas pokok dan fungsi dijalankan sesuai jabatan masing-masing 

pegawai. Sudah sangat mudah dan terarah dalam pelasanaan 

tugas.
51

 

 

 Kemudian wawancara peneliti dengan kepala bagian umum dan 

aset, beliau mengatakan bahwa: 

Pertanggungjawaban aparatur diakhir bulan atasan akan menilai 

kinerjanya untuk mendukung pelayanan publik yang maksimal, 

untuk lebih produktif dimasa yang akan datang, karena 

menyangkut pelayanan publik. Jadi selalu ditingatkan kepada 

ASN untuk bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi yang sudah 

ada.
52

 

 

Kemudian wawancara peneliti dengan staff bagian program dan 

tata laksana mengenai pertanggungjawaban aparatur beliau menyatakan 

bahwa: “Pertanggungjawaban ASN biasanya melalui SIMANJA, jadi 
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dengan begitulah terselenggara kegiatan dengan baik. Karena melalui 

SIMANJA memang sudah tersistem.”
53

 

Berikut contoh dari aplikasi Sistem Manajemen Kierja 

(SIMANJA): 

Gambar 4.2 

  Sistem Manajemen Kinerja (SIMANJA)  
 

 
Sumber: Dinas Syariat Islam Aceh, 2021

54
 

Dari hasil wawancara diatas mengenai pertanggung jawaban 

aparatur atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ASN pada Dinas 

Syariat Islam Aceh sudah baik dan lebih terpercaya dengan adanya 

penggunaan aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMANJA), sehingga 

dengan sistem tersebut semuanya jelas terkait pelaksanaan kerja, juga 

termasuk kedisiplinan aparatur sehingga sudah kecil peluang untuk 

manipulasi data dan sudah terciptanya transparansi serta akuntabilitas 
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kerja. Setiap akhir bulan atasan akan menilai kinerja untuk menunjang 

kelancaran aktivitas pelayanan publik, jadi  pengelolaannya sudah tepat 

dan adil, namun ada sebagian ASN yang masih lalai dalam menerima 

informasi dari atasan, perlu ditingkatkan kesadaran dan pembinaan yang 

lebih lanjut dari atasan langsung untuk mengurangi berbagai alasan yang 

tidak patut. 

4.2. Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Syariat Islam Aceh 

 Kinerja merupakan suatu hasil yang dicapai oleh seseorang dari 

pelaksanan tugas-tugas yang berhasil deselesaikan dengan ketentuan 

tertentu. Dalam melakukan penilaian kinerja aparatur sipil negara 

tentunya mengacu pada sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai. 

Penilaian kinerja dilakukan oleh pejabat penilai yaitu atasan langsung 

dalam suatu oranisasi. 

4.2.1. Sasaran Kerja Pegawai 

 Sasaran kerja pegawai (SKP) sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Kinerja Aparatur 

Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil, Sasaran Kerja Pegawai mengacu 

kepada beberapa unsur yang akan dinilai, antara lain yaitu: 

1. Kuantitas  

 Kuantitas kinerja ASN pada Dinas Syariat Islam Aceh sudah baik, 

berdasarkan dari pertimbangan keberhasilan aparatur dalam memenuhi 

hasil kerja yang ingin dicapai dalam jangka panjang oleh organisasi, 
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berdasarkan pekerjaan yang dibebankan kepada setiap aparatur dan 

berdasarkan waktu yang telah ditentukan.  

  Setiap pekerjaan yang diberikan oleh atasan sudah dijalankan oleh 

aparatur sesuai berdasarkan uraian tugas serta instruksi dari atasan selama 

masih dalam tugas kerja pegawai tersebut. Kemudian berdasarkan capaian 

kinerja melalui pekerjaan yang diberikan sebagian besar aparatur sudah 

mampu memenuhi hasil yang ingin dicapai dari tugas-tugas yang 

dikerjakan.  

 Berikut wawancara peneliti dengan informan pada Dinas Syariat 

Islam Aceh sebagai kepala bagian umum dan aset: 

Dari setiap pekerjaan yang diberikan kepada aparatur sipil negara 

sudah ada (memenuhi hasil kerja yang ingin dicapai), ada juga 

yang terkendala dikarenakan sakit dan hal-hal lainnya. Mengenai 

pekerjaan yang diberikan, tidak dibatasi/ tidak ada sanggahan oleh 

Aparatur Sipil Negara selama masih dalam kerja mereka, hanya 

terdapat satu atau dua aparatur saja mungkin yang protes.
55

 

 

   Selanjutnya wawancara peneliti dengan Kepala Subbagian 

kepegawaian dan tata laksana, beliau mengatakan: Terkait kuantitas kerja 

ada rujukan SOTK yang dituangkan kedalam Analisis Jabatan (ANJAB) 

dan Analisis Beban Kerja (ABK), sehingga jumlah pekerjaan sesuai 

jabatan, waktu, dan target organisasi.
56

 

 Selanjutnya peneliti bertanya lebih lanjut kepada Sekretaris Dinas 

Syariat Islam Aceh apakah pekerjaan atau tugas yang diberikan sudah 
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mencapai target kinerja yang ingin dicapai serta apa kendalanya, beliau 

menyatakan bahwa: 

 Setiap pemberian tugas sudah adanya target atau SKP, sehingga 

sudah mencapai target, masing-masing jabatan ada tugas 

diselesaikan untuk mencapai target organisasi, namun ada juga 

sebagian aparatur yang masih belum memenuhi hasil kerja karena 

ada alasan tertentu atau kendala yang menghambat capaian hasil 

kerja, dan ini bisa kita bina karena jarang terjadi.
57

 

 

Berikut Standar Operasional Prosedur (SOP) jumlah pekerjaan 

Aparatur Sipil Negara yang harus diselesaikan berdasarkan ukuran waktu 

tertentu, besar beban kerja yang harus diselesaikan, dan hasil kerja yang 

harus dicapai dari sejumlah uraian tugas yang ada. Standar Operasional 

Prosedur di buat oleh setiap organisasi untuk mempermudah setiap ASN 

dan organisasi dalam mencapai target organisasi, sehingga perencanaan 

yang tertuang didalam SOP harus benar-benar di buat berdasarkan 

pertimbangan dan perencanaan yang matang. Dengan adanya SOP 

diharapkan setiap ASN lebih menjaga efektifitas waktu dalam 

pelaksanaan tugas dan disesuaikan dengan SOP tersebut.  

Berikut ini SOP Jumlah Beban Kerja dan Waktu yang telah 

ditentukan untuk menyelesaikan tugas masing-masing pegawai pada 

Dinas Syariat Islam Aceh: 
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Gambar 4.3. SOP 

Jumlah Beban Kerja dan Waktu Penyelesaian 

 

  Sumber: Dinas Syariat Islam Aceh, 2021.
58
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 Data dari Dinas Syariat Islam Aceh, 2021. 

No
Satuan 

Hasil

Waktu 

Penyelesaian 

(Menit)

Waktu 

Kerja 

Efektif 

(Menit)

Beban Kerja

Pegawai 

Yang 

Dibutuhkan

Keteranga

n

1 Dokumen 15 300 2 0.1

2 Kegiatan 10 75000 470 0.062666667

3 Dokumen 24000 75000 3 0.96

4 Dokumen 300 75000 7 0.028

5 Dokumen 10 75000 470 0.062666667

6 Dokumen 10 75000 150 0.02

7 Dokumen 10 75000 20 0.002666667

8 Dokumen 10 75000 30 0.004

9 Data 10 75000 6 0.0008

10 Kegiatan 150 75000 20 0.04

11 Kegiatan 150 75000 1 0.002

Jumlah 1.283

Pembulatan

HASIL KERJA :

1) Terpahaminya tugas dan petunjuk kerja

2) Tersedianya bahan dan kebutuhan kerja

3) Tersedianya SOP, Anjab dan ABK

4) Tersedianya KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN, SATYA LENCANA dan kartu ASKES serta usulan mutasi jabatan 

5) Terarsipnya surat masuk dan surat keluar

6) Tersedianya surat cuti bagi pegawai

7) Tersedianya absebsi upacara hari besar nasional dan apel pagi

8) Tersedianya ST Diklat PIM Diklat Teknis,Bimtek, Sosialisasi/ Workshop 

9) Tersedianya Administrasi PKL Mahasiswa

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan

lainnya sesuai instruksi atasan agar

tugas terbagi habis; dan

Membuat laporan hasil pelaksanaan

tugas kepada atasan sebagai bahan

untuk penyusunan program

selanjutnya.

Uraian Tugas

Memroses permohonan cuti sesuai 

dengan alasan/keterangan dari 

pengawai agar dapat diketahui jumlah 

pengawai yang mengambil cuti.

mengetik surat tugas Diklat PIM, 

Diklat Teknis,Bimtek, Sosialisasi/ 

Workshop sesuai ketentuan yang 

berlaku.

Mempersiapkan daftar kebutuhan dan 

kerjasama pelatihan umum bagi 

mahasiswa Praktek Kerja Lapangan 

(PKL) sesuai ketentuan yang berlaku.

TUGAS POKOK

Mempelajari tugas dan petunjuk kerja

yang diberikan atasan untuk

menghindari kesalahan dalam

pelaksanaan kegiatan.

Mempersiapkan bahan dan peralatan

sesuai dengan kebutuhan untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas.

Melakukan kegiatan pengumpulan

dan pengolahan data Standar

Operasional Prosedur (SOP) Unit

Kerja, Analisis Jabatan (Anjab) dan

Analisis Beban Kerja (ABK)

berdasarkan hasil pengumpulan

untuk ditindaklanjuti.

Mempersiapkan bahan usulan

KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN,

SATYA LENCANA dan kartu ASKES

serta usulan mutasi jabatan

berdasarkan kelengkapan persyaratan

pengawai dalam rangka peningkatan

kesejahteraan pegawai.

Menerima, mencatat dan mengarsip

surat masuk dan keluar ke dalam

buku agenda sesuai petunjuk untuk

kelancaran administrasi kepegawaian.

Mempersiapkan bahan upacara hari-

hari besar nasional dan apel pagi

senin sesuai ketentuan yang berlaku.



55 

 

 

  

  Jadi berdasarkan hasil wawancara, gambar diatas dan analisa yang 

peneliti lakukan dapat dibuat kesimpulan bahwa Aparatur Sipil Negara 

pada Dinas Syariat Islam ditinjau dari kuantitas kinerja sudah baik, 

dimana ASN sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai beban 

kerja masing-masing jabatan, serta ukuran waktu tertentu untuk mencapai 

target atau hasil kerja yang ingin dicapai. Kecuali ada hambatan seperti 

sakit, orang meninggal dan hal-hal lain yang tidak bisa di pungkiri yang 

menjadi penghambat untuk mencapai hasil kerja yang telah ditentukan 

dalam suatu harinya. Namun selain kendala tersebut tidak ada hambatan, 

aparatur sama sekali tidak membatasi pekerjaan, hanya saja ada satu atau 

dua aparatur yang mengkritik karena kurang memahami tugas 

dikarenakan kurang informasi, namun dalam hal ini bisa dibina secara 

lebih lanjut oleh atasannya langsung. 

2. Kualitas  

  Kualitas kinerja dilihat berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang 

dilaksankan oleh ASN apakah sudah mencapai tingkat kepuasan yang 

diharapkan atau sebaliknya. Berdasarkan wawancara peneliti bersama 

informan serta temuan dilapangan melalui observasi bahwa dalam proses 

pelaksanaan kegiatan belum begitu maksimal artinya masih adanya hasil 

yang mengecewakan, tidak sepenuhnya mendapat hasil yang memuaskan. 

Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan pada Dinas Syariat 

Islam Aceh: 

 Terkait kualitas pekerjaan dari pelaksanaan tugas oleh ASN saya 

katakan tidak puas, karena kadang-kadang hari ini melaksanakan 
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pekerjaan ini dengan hasil yang memuaskan, namun besok 

pekerjaannya lain lagi dan belum tentu dapat dilaksanakan seperti 

hasil kemarin.
59

 

 

  Selanjutnya wawancara peneliti dengan kepala subbagian 

kepegawaian dan tata laksana: “Pelaksanaan sasaran kerja sudah bagus, 

sudah sesuai kemampuan dan kompetensi masing-masing aparatur, 

namun ada juga sekali duakali atau satu dua orang yang masih harus 

diarahin dan diingatkan lagi dan lagi.”
60

 

 Dalam penilaian kinerja ASN pada Dinas Syariat Islam 

berdasarkan hasil capaian kinerja yang didapatkan ditinjau salah satunya 

dari sasaran kerja pegawai dan kedisiplinan. Berdasarkan wawancara 

serta data dokumentasi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas 

kerja aparatur sipil negara sudah dikategorikan baik dan rata-rata sudah 

mencapai sasaran kinerja yang diinginkan, dan sudah mendapat nilai 

dalam kategori baik. 

  Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terkait kepuasan hasil kerja 

aparatur sipil negara masih butuh pembinaan dan motivasi karena belum 

mendapatkan hasil yang begitu memuaskan dalam semua pelaksanaan 

tugas, artinya masih ada watu dimana aparatur mengerjakan tugas dengan 

hasil tidak maksimal, meskipun tidak semua aparatur demikian, namun 

masih ada kedapatan seperti itu.  

 

 

                                                 
59

 Wawancara bersama kepala bagian umum dan aset pada tanggal 05 November 2021. 
60

 Wawancara bersama kepala subbagian kepegawaian dan tata laksana pada tanggal 08 

November 2021. 



57 

 

 

  

3. Waktu  

  Mengenai waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, waktu adalah 

hal yang paling penting untuk dikelola dengan baik oleh setiap aparatur 

sipil negara agar memenuhi target kerja berdasarkan waktu yang telah 

ditentukan. Dimana setiap ASN sudah memiliki tugas masing-masing 

serta tenggat waktu yang telah ditentukan.  

  Berikut hasil wawancara bersama sekretaris Dinas Syariat Islam 

Aceh: 

  Kalau ditanya waktu, banyak waktu yang tidak cukup untuk 

menyelesaikan tugas yang banyak, kadang-kandang belum habis 

yang ini sudah ada pekerjaan lain yang harus segera diselesaikan, 

biasanya waktu untuk menyelesaikan tugas sudah ditetapkan dalam 

SOP, namun ada yang mampu ada yang tidak untuk menyelesaikan 

tugas sesuai waktu yang telah ditentukan dan itu sudah lumrah, 

bahkan ada yang lembur untuk menyelesaikan tugasnya. Dan kita 

selalu mengingatkan kembali batas waktu penyelesaian pekerjaan.
61

 

 

Wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan 

Program: 

 Dalam menyelesaikan program pada tahun 2020 semua program 

yang besar dapat direalisasikan, hanya saja terdapat sub-sub dari 

program besar tersebut ada beberapa yang tidak dapat terealisasi 

karena waktu yang tidak memadai, banyak tugas-tugas yang lain 

yang harus diselesaikan, ada penambahan tugas, sehingga waktunya 

sangat limit.
62

 

 

 Wawancara peneliti dengan staff bagian Kepegawaian dan Tata 

Laksana pada Dinas Syariat Islam Aceh: 

 Kalau waktu, sudah sesuai, misalnya satu tugas harus disiapkan 

selama 3 hari, itu harus sudah selesai, bahkan atasan selalu 
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mengingatkan kami, jadi ada ketegasan dari atasan untuk waktu 

penyelesaian tugasnya masing-masing. Biasanya waktu yang 

diberikan tergantung tugas, ada yang per hari, minggu, dan bulan.
63

 

 

Selanjutnya bertanya lagi kepada kepala subbagian kepegawaian dan 

tata laksana bagaimana ketepatan waktu ASN dalam menyelesaikan 

tugas, beliau menyatakan bahwa: 

 Masalah ketepatan waktu ini yang selalu saya sosialisasikan, selalu 

saya ingatkan berulangkali, karna kalau seorang saja terhambat 

waktunya dalam pelaksanaan tugas, maka semua juga akan 

terkendala, jadi selama ini aparatur sipil negara alhamdulillah sudah 

mengerjakan tepat waktu, karena saya juga merepet nanti 

mengingatkan lagi dan lagi, namun ada satu orang mungkin tidak 

tepat waktu, itu akan saya panggil untuk dibina lebih lanjut.
64

 

 

 Jadi berdasarkan hasil wawancara dari Dinas mengenai ketepatan 

waktu aparatur sipil negara dalam implementasi atau melaksanakan tugas 

sudah baik, sudah adanya uraian tugas masing-masing berdasarkan 

Analisis Beban Kerja (ABK) serta waktu yang telah ditentukan, apabila 

telat dalam menyelesaikan maka langsung berpengaruh terhadap kinerja, 

namun dari data dan hasil wawancara penyelesaian tugas sudah mengikuti 

intruksi atau SOP. Tetapi perlu diperhatikan kembali terkait implementasi 

dari ASN yang kadang-kadang lalai dan berbalik dari SOP untuk terus 

dibina dan dibimbing. 

4.2.2. Perilaku Kerja 

 Dalam melakukan penilaian kinerja terhadap pegawai atau 

aparatur sipil negara juga tidak terlepas mengenai bagaimana perilaku 
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kerja pegawai sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah no 46 

tahun 2011, berikut beberapa faktor penting yang terkait dengan perilaku 

kerja yang akan dibahas oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian yang 

telah peneliti lakukan adalah sebagai berikut: 

1. Orientasi pelayanan 

 Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan mengenai 

orientasi pelayanan ASN pada Dinas Syariat Islam Aceh, terkait orientasi 

pelayanan belum sepenuhnya aparatur sipil negara mampu memberikan 

pelayanan sesuai dengan SOP, dimana ada beberapa aparatur yang tidak 

mengerti tentang SOP bahkan ada yang berbalik dari SOP pada saat 

memberikan pelayanan, meskipun sebagian aparatur sudah mampu 

melaksanakan tugas sesuai SOP. 

 Berikut hasil wawancara peneliti dengan staff pada Dinas Syariat 

Islam Aceh: 

Pelayanan yang diberikan oleh aparatur kalau kita bilang sudah 

sesuai SOP, ada juga yang belum, karena itu tergantung 

kepemimpinannya bagaimana, arahan dari pemimpin. Meskipun 

tidak dikerjakan sesuai SOP, namun tetap diselesaikan sesuai 

ketentuan waktu yang telah ditentukan.
65

 

  

Kemudian berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala bagian 

umum dan aset: 

ASN pada Dinas Syariat Islam kalau ditanya apakah sudah mampu 

memberikan pelayanan sesuai SOP, jawabannya adalah tidak, 

tidak mampu memberikan pelayanan sesuai dengan SOP, saya 

katakan tidak karena ada beberapa ASN yang masih belum begitu 

mengerti dengan SOP pelayanan, apalagi ada ASN yang baru, 
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kemudian ada ASN yang memberikan pelayanan berbalik dari 

SOP.
66

 

 

 Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Dinas 

Syariat Islam Aceh: “Tidak terlalu fokus dengan SOP, misalnya satu surat 

masuk, bisa diselesaikan perhari, meskipun tidak sesuai SOP namun tetap 

diselesaikan kapan yang dibutuhkan oleh masyarakat/penerima 

layanan.”
67

 

 Dari hasil wawancara, observasi peneliti dan analisa dari peneliti 

terkait pelayanan yang diberikan oleh aparatur pada Dinas Syariat Islam 

belum begitu baik, karena pelayanan yang diberikan tidak mengikuti SOP 

yang ada, pekerjaan yang diselesaikan tidak terlalu difokuskan 

berdasarkan SOP yang ada. Akan tetapi tetap diselesaikan sesuai dengan 

batas waktu yang ditentukan.  

2. Integritas  

 Mengenai integritas kinerja peneliti menganalisa dari hasil 

penelitian dan wawancara serta berdasarkan temuan peneliti dimana 

integritas kinerja aparatur dilihat berdasarkan proses pelaksanaan kerja 

pada Dinas Syariat Islam Aceh aparatur sudah melaksanakan pekerjaan 

berdasarkan tugasnya dengan tepat, sesuai dengan nilai dan norma dalam 

organisasi. 

Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan sebagai Ketua 

Baian Umum dan Aset pada Dinas Syariat Islam Aceh: 
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Mengenai pelaksanaan pekerjaan sebagian aparatur sudah 

melaksanakan tugas sesuai dengan aturan, masih pernah 

melakukan pelanggaran, meskipun tidak semua aparatur 

melanggar, namun tetap mmasih ada yang melanggar dan perlu 

dibina, namun ada satu atau dua orang yang tidak menyalahi. 

Kejujuran dalam bekerja juga tidak semua ASN jujur, mungkin 

didepan kita sudah jujur namun disela-sela bekerja masih kucing-

kucingan sehingga bisa dikatakan kurang kalau masalah 

kejujuran.
68

 

 

 Selanjutnya wawancara peneliti dengan staff pada Dinas Syariat 

Islam Aceh: 

Kalau dalam bekerja selama ini enggak menyalahi aturan, karena 

setiap pekerjaan sudah berdasarkan tupoksi masing-masing, 

kemudian ada syarat tertentu juga jadi staff, dengan begitu minim 

sekali pelanggaran. Karna terus dibimbing dan dibina oleh atasan, 

sehingga kejujurannya terjaga baik, namun ada satu atau dua itu 

sudah diluar kontrol.
69

 

 

 Wawancara peneliti dengan Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh: 

Selama bekerja memang tidak boleh menyalahi aturan, ya kecuali 

dibelakang kita dan tidak kasat mata, mungkin ada sebagian yang 

menyalahi aturan dalam bekerja dan belum mampu bersikap jujur.
70

 

 Wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan 

Program: “Ada aparatur yang bekerja sesuai aturan, patuh aturan, jujur. 

Namun tidak dipungkiri, kadang-kadang ada juga yang melanggar dan 

tidak jujur dalam bekerja. Meskipun dibarengi dengan berbagai alasan 

lagi nanti.”
71
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Jadi mengenai integritas kerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas 

Syariat Islam Aceh ditinjau dari norma dan kejujuran dalam bekerja 

masih ada sebagian kecil aparatur yang menyalahi, ada yang tidak jujur, 

meskipun tidak nampak secara kasat mata oleh atasan langsung, namun 

hal tersebut masih dilakukan. Sehingga perlu pengawasan dan hukuman 

yang lebih tepat untuk diberlakukan bagi aparatur yang menyalahi aturan 

dalam bekerja, sehingga bisa menghasilkan integritas kinerja yang lebih 

baik sehingga lebih memudahkan mencapai tujuan organisasi. 

3. Komitmen 

 

 Kinerja dilihat berdasarkan komitmen aparatur dalam bekerja 

berdasarkan kemampuan ASN dalam meletakkan kepentingan organisasi 

diatas kepentingan pribadi dengan adanya manajemen waktu yang baik. 

Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Umum dan Aset 

sebagai berikut: 

Kesadaran aparatur tinggi untuk bekerja, namun jika dalam 

mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan 

pribadi, lebih mementingkan kepentingan pribadi, saya melihat 

jarang yang untuk organisasi, misalnya waktu luang untuk 

organisasi itu jarang, sedangkan yang mementingkan kepentingan 

organisasi itu ada, namun hanya sebagiannya saja.
72

 

   

 Selanjutnya wawancara peneliti dengan Staff pada Dinas Syariat 

Islam Aceh: 

    

Komitmen dalam bekerja aparatur bisa disebabkan oleh 

keteladanan, bagaimana cara pemimpin mengayomi, membina, 

kalau saya di kepegawaian memang harus dijaga banget tugas-

tugasnya, karena ibu ida selalu tepat dalam bekerja, selalu tegas, 
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dan membina setiap saat. Kalau ada yang lalai dan salah tidak 

segan-segan untuk di tegur dan dibina langsung.
73

 

  

  Selanjutnya wawancara peneliti dengan staff pada Dinas Syariat 

Islam Aceh: 

 Dalam melaksanakan tugas, kewajiban memang harus diutamakan, 

jadi saya lebih mementingkan kepentingan organisasi dulu, karna 

udah tanggungjawab disitu, selebihnya baru menyelesaikan 

kepentingan pribadi, kalau memang tidak sempat biasanya minta 

tolong sama suami, seperti jemput anak, dan lainnya.
74

 

 

 Selanjutnya wawancara peneliti dengan Kepala Subbagian 

Kepegawaian pada Dinas Syariat Islam Aceh: 

 Kalau dibilang komitmen bekerja, ya kita lihat tetap 

menyelesaikan pekerjaannya dulu, sadar penuh terhadap tugas 

masing-masing. Namun ya itulah kadang-kadang, saat ada 

peraturan baru jadi ada rapat atau sosialisasi, tapi tidak hadir, 

jadinya tidak tau informasi.
75

 

 

  Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

komitmen aparatur sipil negara pada Dinas Syariat Islam Aceh masih 

rendah, dimana kesadaran akan pekerjaan sudah bagus, namun masih 

kurang disiplin dalam bekerja, masih banyak aparatur yang lebih 

mementingkan kepentingan pribadi, bahkan jarang meluangkan waktu 

untuk organisasi, disaat rapat organisasi hanya ada beberapa orang saja 

untuk organisasi, selebihnya ada alasan pribadi, sehingga sebagian besar 

aparatur sudah sangat bagus kesadara dalam bekerja, mengejar target 
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kerja untuk mencapai tujuan organisasi, namun masih juga mementingkan 

kepentingan pribadi. 

4. Kedisiplinan  

 Kedisiplinan aparatur sipil negara sangat penting terhadap capaian 

kinerja yang diinginkan, terkait kedisplinan peneliti melihat bagaimana 

tingkat kedisiplinan aparatur ditinjau dari waktu hadir dan waktu pulang, 

jadi sebagaian besar ASN sangat menjaga kedisiplinan mengenai waktu 

datang dan waktu pulang kantor karena menyangkut dengan tunjangan 

kinerja, ada pemotongan apabila menyalahi jam kerja yang telah 

ditentukan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bagian 

Umum dan Aset Dinas Syariat Islam Aceh. 

Mengenai kedisiplinan, ini yang sangat dijaga oleh ASN karena 

ada potongan, inilah yang dicari oleh para ASN, karena mereka 

tidak mau hilang pendapatan, karena kalau telat datang dipotong, 

dan cepat pulang juga dipotong, artinya mereka jaga absensi. 

Masalah masalah masuk ruangan enggak tau, tapi tetap jaga 

absensi.
76

 

 

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bagian 

Kepegawaian dan Tata Laksanan: 

Kalau absensi sudah ada sistem ada e-absensi yang tersambung ke 

SIMANJA, kalau kedisiplinan kurang bagus, biasanya atasan 

langsung pun menilai kinerjanya kurang bagus, meskipun 

demikian tetap juga ada satu atau dua orang yang beralasan lupa 

absen dan lain sebagainya. Namun ada juga mungkin orang yang 

tidak hadir karena keluarga meninggal, tapi dia tidak lapor, jadi 

masuk ke TH, TH itu tidak hadir, jadi dipotong kehadirannya 5%, 

Namun sekarang absen nya melalui aplikasi e-absensi, jadi saya 

kurang suka, karena tidak kasat mata, lebih efektif menggunakan 

finger print, untuk sementara selama.
77
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  Aparatur Sipil Negara pada Dinas Syariat Islam dalam masa 

pandemi covid-19 tidak menggunakan finger print sebagai mesin absensi 

sebagai bentuk mematuhi protocol kesehatan untuk menghindari penyebaran 

virus. Namun demikian, untuk mendukung jalannya absen secara aktif dan 

tepat, ASN pada Dinas Syariat Islam menggunaan aplikasi khusus yaitu e-

absensi sebagai upaya untuk mendukung pelakasnaan tupoksi secara 

disiplin. 

 

  Gambar 4.4 

  Finger Print 

 
   Sumber: Data dari Dinas Syariat Islam, 2021. 

 

 Selanjutnya peneliti menanyakan kembali kepada staff 

kepegawaian yang bertugas dibagian sistem absensi bagaimana proses 

absensi ASN berlangsung serta apa saja kendalanya, beliau mengatakan: 

Kadang-kadang ada yang komplen juga terkait rekapan absen, 

karena kadang ada yang ada pelatihan, ada cuti, yang belum 

terupdate jadi secara sistem muncul TH, yaitu Tidak Hadir. Jadi 

nanti kita cek lagi di data hard copy nya, baru kita input ke sistem. 
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Dan biasanya kalau dia telat ya memang tetap telat hadirnya. 

Kemudian kalau yang mau konfirmasi akan datang ke saya dan 

kita cek lagi data yang ada.
78

 

 

  Berdasarkan wawancara dan analisa dari peneliti bahwa, mengenai 

kedisiplinan, walaupun sudah ada absensi yang tersistem dan jika ada 

yang melanggar langsung terpotong tunjangan, ditinjau dari kedisiplinan 

pegawai pada Dinas Syariat Islam berdasarkan waktu hadir dan jam 

pulang masih dikategorikan belum disiplin artinya masih ada yang telat 

meskipun hanya beberapa menit, banyak aparatur belum dikategorikan 

baik karena kurang bertanggungjawab terhadap kedisiplinan waktu masuk 

kerja dan jam pulang yang telah ditentukan. Namun terkait aparatur yang 

tidak masuk kantor tidak ada, meskipun ada yang tidak masuk pada 

rekapan absen biasanya ada keterangan tugas dari dinas. Kedisiplinan 

ditinjau dari waktu hadir dan pulang tersebut sangat mempengaruhi 

kinerja yang dihasilkan aparatur. Sehingga perlu kesadaran yang lebih 

dari aparatur dan juga ketegasan dari atasan agar dapat mengahsilkan 

produktivitas kinerja. 

5. Kerjasama 

  Mengenai kerjasama antara Aparatur pada Dinas Syariat Islam 

Aceh sudah terjalin kerjasama dengan baik, baik antara atasan dan 

bawahan, sesama staff, dan antar lembaga lainnya. Adanya lingkungan 

krja yang baik dapat membantu menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan 
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fokus. Berikut hasil dari wawancara peneliti dengan informan sebagai 

staff pada Dinas Syariat Islam Aceh: 

Mengenai kerjasama Alhamdulillah tidak ada kesulitan sama 

sekali, apalagi dalam pelaksanaan tugas yang saling berkaitan satu 

sama lain, namun kadang-kadang ada permasalahan yang 

menghambat proses administrasi karena terhambat di lembaga 

lain, contohnya pengurusan SK pensiun.
79

 

 

 Selanjutnya wawancara peneliti dengan Sekretaris Dinas Syariat 

Islam Aceh: “Selama ini aparatur selalu kompak bersama tim, saling 

berkomunikasi dengan baik, dan membangun kerjasama tim dalam 

pelaksanaan tugas dengan tujuan sama-sama mencapai visi misi 

organisasi.”
80

 

 Selanjutnya wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Umum dan 

Aset pada Dinas Syariat Islam Aceh: 

Kalau masalah bekerjasama saya sendiri yang selalu membangun 

suasana kerja supaya tidak tegang, saling berinteraksi, kita  

bangun komunikasi dengan semua elemen, kemudian ada rapat 

kadang-kadang seminggu sekali, dan antara bagian ini dengan 

bagian lainnya juga selalu bekerjasama dengan baik selama ini, 

jadi tidak ada kesulitan dlaam bekerja sama.
81

 

 

 Berdasarkan hasil observasi peneliti dan wawancara diatas bahwa 

dalam hal kerjasama pada Dinas Syariat Islam sudah baik, antara atasan 

dan bawanan dan antar instansi pada Dinas Syariat Islam Aceh sudah 

terjalin baik, selalu membangun komunikasi dengan baik untuk 

membangun kerjasama tim yang kompak dan saling berkontribusi. 
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Kemudian saling musyawarah dalam menyelesaikan pekerjaan bersama 

atas nama instansi. Baik antar bagian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

juga sangat bagus dalam bekerjasama. 

6. Kepemimpinan  

 Kepemimpinan yang baik dalam organisasi sangat mendukung 

kualitas kinerja yang dihasilkan oleh aparatur sipil negara, dimana 

pemimpin yang mampu mempengaruhi bawahan, menginspirasi, 

memotivasi, dan membina dengan baik akan memudahkan mencapai 

target organisasi. Dalam hal ini peneliti melihat bagaimana 

kepemimpinan aparatur dalam membangun kerja sama dalam organisasi. 

Karena setiap individu tentu tidak bisa hidup sendiri apalagi dalam hal 

melaksanakan tugas oganisasi.  

 Berdasarkan hasil observasi yang peneliti temukan di lapangan 

terlihat antara atasan dan bawahan sangat menjaga komunikasi dengan 

baik, saling berdiskusi antara atasan dan bawahan dan juga sesama staff 

sehingga atasan mudah mengayomi bawahan masing-masing agar selalu 

bekerja dengan benar, ada sosialisasi/rapat kadang-kadang seminggu 

sekali. Berikut hasil wawancara peneliti dnegan Kepala Bagian Umum 

dan Aset: 

Selama disini saya selalu membangun komunikasi dengan baik, 

kadang-kadang sebulan sekali kami buat rapat, Tanya keluhan, 

solusi, masukan, kemudian aling sapa, kemudian didalam satu 

ruang tidak ada yang tidak saling menegur, biar suasana hidup, 

agar tidak tegang, walaupun tugasnya tegang-tegang semua. 

Sedangkan reward dan punishment, dulu kita pernah memberikan 

penghargaan kepada pegawai berprestasi, kemudian hukuman bagi 
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yang melanggar SOP, ya setidaknya mereka ditegur oleh 

atasannya, itu adalah bagian dari pembinaan.
82

 

 

 Mengenai pemberian reward dan punishment, menurut informasi 

bahwa dulu pernah diberikan reward khusus bagi ASN yang berprestasi, 

namun hukuman bagi ASN yang melanggar SOP itu hanya ada teguran 

oleh atasannya langsung. Sebagaimana wawancara peneliti dengan 

informan pada Dinas Syariat Islam sebagai staff yang pernah 

mendapatkan reward pada tahun 2015: 

Mengenai reward internal dulu pernah ada, kebetulan saya yang 

dapat reward pada tahun 2015 dek, tapi sekarang hanya ada 

reward berupa tunjangan berprestasi, dan bagi pegawai yang 

melanggar SOP akan ada pemotongan dari tunjangan tersebut, 

bahkan pernah ada reward yang diberikan kepada dinas tapi 

jarang. Sedangkan hukuman bagi yang melanggar hanya berupa 

teguran dan pembinaan langsung dari atasan.
83

 

 

 Kemudian wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bagian 

Kepegawaian dan Tata Laksana: 

Dulu sempat ada, sekitar tahun 2015 dulu ada pegawai berprestasi 

yang mendapatkan reward, tapi sekarang tidak ada lagi, hanya ada 

tunjangan kinerja saja. Jadi selaku kepala subbagian di 

kepegawaian kita memang harus pro aktif, jadi saya selalu share 

informasi-informasi kepada staff, selalu ingatin tugas yang harus 

selesai tepat waktu.
84

 

 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan dalam membangun kerjasama tim sama pada Dinas 

Syariat Islam sudah baik, aparatur sling bekerja sama dalam 
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menyelesaikan tugas organisasi, jika masyarakat membutuhkan 

pelayanan, sedangkan aparatur yang bertugas sedang ada kegiatan diluar, 

akan dihubungi dan didiskusikan, apabila bisa dibantu maka akan 

diselsaikan oleh aparatur pada bagian yang sama misalnya sama-sama 

bertugas pada bagian kepegawaian dan sebagainya. Namun masih kurang 

pemberian reward internal dari Dinas kepada aparatur yang berprestasi 

dan kurang ketegasan terhadap aparatur yang melanggar peraturan. 
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BAB V 

PENUTUP  

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan analisa dari peneliti 

mengenai penelitian yang berjudul Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara 

Pada Dinas Syariat Islam Aceh dapat dibuat kesimpulan: 

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur sipil negara pada Dinas 

Syariat Islam Aceh sudah baik dalam pelaksanaannya, sudah ada 

ANJAB (Analisis Jabatan) dan ABK (Analisis Beban Kerja) sehingga 

penempatan aparatur sudah sesuai dengan skill dan jenjang 

pendidikan, beban tugas kepada aparatur juga sudah sangat sesuai, 

sudah dapat mempertanggunjawabkan hasil kerjanya kepada atasan. 

Namun ada sejumlah orang yang masih perlu pembinaan agar dapat 

memahami/melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik 

dikarenakan kurang kemauan belajar untuk menambah wawasan, hal 

ini juga dikarenakan anggaran yang tersedia tidak memadai untuk 

dapat diberikan pelatihan kepada semua Aparatur Sipil Negara pada 

Dinas Syariat Islam Aceh. Adapun kendala internal seperti kekurangan 

komputer sebagai alat pendukung pelaksanaan tugas. Dimana 

komputer yang tersedia hanya ada 39, masih belum cukup.  

2. Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Syariat Islam Aceh secara 

keseluruhan sudah baik, dilihat dan dinilai berdasarkan aspek sasaran 

kerja pegawai dan perilaku kerja bahwa Aparatur Sipil Negara pada 

Dinas Syariat Islam Aceh sudah mampu mencapai sasaran kerja sesuai 
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dengan ketentuan dan memperoleh kinerja baik, meskipun ada aparatur 

yang harus lembur bekerja (diluar jam kerja) agar dapat menyelesaikan 

tugasnya. Rata-rata selama setahun ini ASN sudah mendapatkan nilai 

prestasi kerja dengan kategori baik, dilihat berdasarkan pencapaiannya 

yang dapat menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan sudah mampu 

diselesaikan dan dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan dan 

waktu tertentu. Adapun kekurangannya masih rendah komitmen kerja 

ASN dimana masih terdapat sejumlah ASN pada Dinas Syariat Islam 

Aceh yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan jarang untuk 

organisasi, sehingga mengakibatkan kurang informasi-informasi dan 

peraturan baru terkait tata cara melaksanakan pekerjaan, kemudian 

masih kurang dalam kedisiplinan waktu bekerja dan tidak 

memanfaatkan e-absensi dengan baik. 

5.2.     Saran  

1. Seharusnya pelatihan untuk meningkatkan skill/sumber daya 

aparatur lebih diprioritaskan, karena keberhasilan suatu organisasi 

salah satunya tergantung kualitas sumber daya yang dimiliki. 

Kemauan belajar ASN yang harus ditingkatkan untuk menunjang 

prestasi kerja yang diharapkan. Selanjutnya pengadaan bantuan 

teknis seperti komputer untuk membantu pelaksanaan kerja harus 

diprioritaskan. Kemudian lebih mendalami standar operasional 

prosedur agar lebih terarah dalam pelaksanaan tugas karena SOP 
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merupakan dasar dari pelaksanaan tugas dari semua Aparatur Sipil 

Negara. 

2. Seharusnya kedisiplinan aparatur harus lebih ditegaskan, apabila 

pandemic Covid 19 sudah berlalu secepatnya diberlakukan 

kembali absen finger print, karena absen melalui aplikasi e-

absensi pada handphone sangat tidak efektif karena tidak kasat 

mata, kemudian seharusnya diberlakukan lagi reward dan 

punishment internal dari Dinas Syariat Islam Aceh yaitu seperti 

pada tahun 2015 selain tunjangan sebagai suatu jalan untuk 

meningkatkan komitmen kerja serta kedisiplinan ASN. Komitmen 

dalam bekerja perlu lebih disosilisasikan lagi oleh setiap atasan 

langsung sehingga lebih kompeten dalam bekerja dan tidak ada 

lagi ASN yang lalai disaat ada rapat organisasi yang harus 

diutamakan daripada kepentingan pribadi lainnya. 
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Daftar Lampiran 

Lampiran 1. Pedoman Wawancara 

Pertanyaan Wawancara 

 Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi 

a. Produktifitas 

1. Apakah pernah diberikan pelatihan untuk meningkatkan skill 

dalam bekerja? 

2. Apakah semua ASN sudah melaksanakan tugas berdasarkan 

tupoksi? 

3. Apakah dengan adanya tupoksi yang terstruktur kinerja ASN 

semakin berkualitas? 

b. Responsivitas 

1. Apa kendala dalam bekerja melaksanakan tupoksi? 

2. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? 

3. Apakah ada kendala dalam memberi pelayanan publik? 

c. Akuntabilitas 

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban ASN dalam pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsinya terhadap kebijakan dan aktivitas 

pelayanan publik? 

Kinerja Aparatur Sipil Negara  

1. Sasaran Kerja Pegawai 

1. Apakah pekerjaan yang diberikan kepada ASN sudah sesuai dan 

memenuhi target kerja yang ingin dicapai? 

2. Apakah ASN pernah memprotes dan membatasi pekerjaan yang 

diberikan atsan? 

3. Apakah hasil pelaksanaan kerja ASN sudah mencapai tingkat 

kepuasan yang diharapkan 

4. Apakah ASN sudah mampu menyelesaikan tugas berdasarkan 

ketentuan waktu yang ditentukan? 



78 

 

 

  

5. Berapa lama waktu penyelesaian tugas yang diberikan? 

2. Perilaku Kerja Pegawai 

1. Apakah ASN Dinas Syariat Islam Aceh telah mampu memberikan 

pelayanan sesuai dengan SOP pelayanan? 

2. Apakah dalam melaksanakan pekerjaan pegawai tidak menyalahi 

aturan dalam pelaksanaan tugas yang diberikan? 

3. Apakah pegawai telah mampu bersikap jujur dalam melaksanakan 

pekerjaan? 

4. Bagaimana tingkat kesadaran ASN akan pekerjaannya? 

5. Apakah semua ASN telah mampu meletakkan kepentingan 

organisasi diatas kepentingan pribadi? 

6. Bagaimana tingkat kedisiplinan pegawai ditinjau dari waktu hadir 

bekerja dan waktu pulang yang telah ditentukan? 

7. Apakah selama ini ada hambatan dalam bekerjasama bersama 

rekan kerja, atasan dan bawahan, serta bersama instansi lain? 

8. Apakah pimpinan telah mampu membangun kerjasama antara 

sesame pegawai? 

9. Apakah pernah diberikan reward bagi ASN yang berprestasi dan 

punishment bagi yang melanggar? 
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Lampiran 2.  
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Lampiran 3. Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 4. Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian 
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Lampiran 5. SOP Dinas Syariat Islam Aceh 

 

Nomor SOP 021/ KEPEG /XI/ 2015

Tanggal Pembuatan 10 NOVEMBER 2015

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 11 NOVEMBER 2015

Disahkan oleh

Nama SOP

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. 1. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang administrasi kepegawaian

2.

3.

4.

5

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pengelolaan Surat Keluar 1. ATK

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Dokumen kepegawaian

PNS/ KASUBBAG KET

PEMOHON KEPEG & TL

1. Surat yang akan dilegalisasi 5 Menit

2. Surat yang akan dilegalisasi 5 Menit

3. Surat yang akan dilegalisasi 5 Menit

4. Surat yang sudah dilegalisasi 5 Menit

5. Surat yang sudah dilegalisasi 5 Menit

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

Menyerahkan fotocopy surat yang akan

dilegalisir disertai dengan dokumen aslinya

kepada Kasubbag kepegawaian

Memeriksa surat, memberikan stempel

nama Sekretaris dan memberikan paraf

dan meneruskan kepada Sekretaris Dinas

Surat yang akan

dilegalisasi

Surat yang akan

dilegalisasi

URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA

Surat yang sudah

dilegalisasi

Memberikan stempel dinas dan

menyerahkan kepada pegawai yang

bersangkutan/pemohon

Surat yang sudah

dilegalisasi

Memerintahkan fungsional umum untuk

memberikan stempel dinas dan

menyerahkan kepada pegawai yang

bersangkutan disertai dokumen asli

Surat yang sudah

dilegalisasi

Menandatangani permohonan legalisasi

surat dan menyerahkan kepada

Kasubbag kepegawaian untuk

ditindaklanjuti

SEKRETARIS JFU

Legalisasi Surat Kepegawaian

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

PEMERINTAH ACEH

PROF. DR. SYAHRIZAL ABBAS, MA

DINAS SYARIAT ISLAM ACEH PEMBINA UTAMA /NIP.197010271994031003

SEKRETARIAT

SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TATA LAKSANA

UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah

dengan UU Nomor 43 Tahun 1999;

UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

Apabila legalisasi surat kepegawaian tidak dilaksanakan akan berimplikasi terhadap proses

penyelesaian administrasi kepegawaian

MUTU BAKU

PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah

diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002;

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, 

Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012.

Peraturan Gubernur Aceh No 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi 

pemangku Jabatan struktural Di lingkungan Dinas-Dinas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
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Nomor SOP 007/ KEPEG /IX/ 2015

Tanggal Pembuatan 10 NOVEMBER 2015

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 11 NOVEMBER 2015

Disahkan oleh

Nama SOP Pembuatan Laporan Kehadiran Pegawai

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. 1.

2.

3.

4.

5.

6

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Data Base Kepegawaian 1. Komputer

2. SOP Membuat Surat/Naskah Dinas 2. ATK

3. SOP Pengiriman Naskah Dinas/Surat 3. Buku Aturan Kepegawaian

4. SOP Pengelolaan Surat Keluar 4. Buku Agenda

5. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 5. Buku Ekspedisi

6. SOP Mutasi Kenaikan Gaji Berkala 6. Print Out Absensi

7. SOP Pemberian Cuti Pegawai

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Print Out Absensi

2. Rekapitulasi Kehadiran Pegawai

3. Bahan Laporan Penegakan Disiplin Pegawai

KASUBBAG KET

KEPEG & TL

1. Disposisi Surat 10 Menit Disposisi Surat

2. 5 Menit Disposisi Surat

3. 30 Menit

4. 10 Menit

5. 10 Menit

6. 10 Menit

7. 5 Menit

8. 5 Menit

9. 5 Menit

PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP

Nomor 53 Tahun 2010;

MUTU BAKU

SEKRETARIS KADIS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUTJFU

PELAKSANA

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis

Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan

Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012;

Apabila Pembuatan Laporan Kehadiran Pegawai Tidak Dilaksanakan Maka Akan Berimplikasi Terhadap

Kesejahteraan Pegawai

URAIAN PROSEDUR

Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 661.2/663/2006 Tentang Pelaksanaan 

5(Lima) Hari Kerja Dalam Seminggu Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Nanggroe 

Aceh Darussalam. 

Peraturan Gubernur Aceh No 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi pemangku 

Jabatan struktural Di lingkungan Dinas-Dinas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Menugaskan Kasubbag Kepegawaian dan Tata

Laksana untuk mempersiapkan konsep Laporan

Kehadiran Pegawai

Menyerahkan Laporan Kehadiran Pegawai kepada

Kasubbag Kepegawaian dan Tata Laksana untuk

dikirim dan didokumentasikan.

Disposisi Surat

Memeriksa konsep Laporan Kehadiran Pegawai. Jika

setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada

Kepala Dinas, jika tidak setuju mengembalikan

kepada Kasubbag Kepegawaian dan Tata Laksana

Mengumpulkan data Kehadiran Pegawai dan

menyerahkan kepada Kasubbag Kepegawaian dan

Tata Laksana

Rekapitulasi Kehadiran Pegawai

Konsep Laporan Kehadiran Pegawai

Menyetujui/menandatangani dan menyerahkan

kepada Sekretaris untuk ditindaklanjuti

Konsep Laporan Kehadiran Pegawai

PEMBINA UTAMA /NIP.197010271994031003

UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

PEMERINTAH ACEH

DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

PROF. DR. SYAHRIZAL ABBAS, MA

SEKRETARIAT

UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU

Nomor 43 Tahun 1999;

Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang rekapitulasi kehadiran pegawai dan penyusunan laporan

kehadiran pegawai

SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TATA LAKSANA

Mendokumentasikan dan mengirim Laporan

Kehadiran Pegawai kepada BKPP Aceh

Menyusun konsep Laporan Kehadiran Pegawai dan

menyerahkan kepada Sekretaris

Memerintahkan JFU mengumpulkan data untuk

mengonsep laporan Kehadiran Pegawai

Konsep Laporan

Kehadiran Pegawai

Rekapitulasi Kehadiran

Pegawai

Konsep Laporan

Kehadiran Pegawai

Laporan Kehadiran

Pegawai

Laporan Kehadiran

Pegawai

Laporan Kehadiran

Pegawai

Laporan Kehadiran

Pegawai

Laporan Kehadiran Pegawai

Laporan Kehadiran Pegawai

Laporan Kehadiran Pegawai

Laporan Kehadiran PegawaiMemerintahkan JFU untuk mengirim dan

mendokumentasikan   Laporan Kehadiran Pegawai 

SETUJU

TIDAK 
SETUJU
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Nomor SOP 004/ KEPEG /IX/ 2015

Tanggal Pembuatan 10 NOVEMBER 2015

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 11 NOVEMBER 2015

Disahkan oleh

Nama SOP

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. 1. Mengetahui aturan dan regulasi tentang Penilaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja Pegawai Negeri Sipil

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Data Base Kepegawaian 1. Komputer

2. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 2. ATK

3. SOP Pengiriman Naskah Dinas/Surat 3. Buku Aturan Kepegawaian

4. SOP Pengelolaan Surat Keluar 4. Buku Agenda

5. Buku Ekspedisi

6. Tata Naskah Dinas

7. Simpeg

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Draft SKP

2. Buku Catatan Penilaian Perilaku Kerja PNS

3. Draft Penilaian Prestasi Kerja PNS

KASUBBAG PNS KET

KEPEG & TL YANG DINILAI PEJABAT PENILAI

1. Disposisi Surat 5 Menit

2. 15 Menit

3. 5 Menit

4. 5 Menit

5. 60 Menit

6. 20 Menit

7. 5 Menit

8. 10 Menit

Peraturan Gubernur Aceh No 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi pemangku 

Jabatan struktural Di lingkungan Dinas-Dinas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

PROF. DR. SYAHRIZAL ABBAS, MA

UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

SEKRETARIAT

SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TATA LAKSANA

PEMBINA UTAMA /NIP.197010271994031003

Penilaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku

Kerja Pegawai Negeri Sipil

2. Mengetahui tugas dan fungsi pengadministrasi kepegawaian

Surat Yang Telah Di

Disposisi

Formulir Sasaran

Kerja Pegawai (SKP)

dan Formulir Penilaian

Kinerja Pegawai

Memerintahkan JFU untuk menyiapkan Formulir

Penilaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil

Mengetik Draft Hasil Penilaian Capaian Sasaran Kerja

Pegawai Negeri Sipil dan menyerahkan kembali

kepada Kasubbag Kepegawaian dan Tata Laksana

untuk di koreksi 

URAIAN PROSEDUR

Draft Penilaian

Sasaran Kerja

Pegawai (SKP)

PELAKSANA

ATASAN

MUTU BAKU

KELENGKAPAN OUTPUT

Menyiapkan Formulir Penilaian Capaian Sasaran

Kerja Pegawai Negeri Sipil serta menyampaikan

Kepada Pejabat Penilai untuk memberikan penilaian

terhadap Sasaran Kerja Pegawai yang telah

disepakati bersama 

Formulir Sasaran Kerja Pegawai

(SKP) dan Formulir Penilaian

Kinerja Pegawai

PEJABAT
WAKTU

PENILAI

Penilaian Sasaran Kerja

Pegawai (SKP)

Draft Penilaian Sasaran Kerja

Pegawai (SKP)

Draft Penilaian Sasaran Kerja

Pegawai (SKP)

Draft Penilaian Sasaran Kerja

Pegawai (SKP)

Penilaian Sasaran

Kerja Pegawai (SKP)

Draft Penilaian

Sasaran Kerja

Pegawai (SKP)

Penilaian Sasaran

Kerja Pegawai (SKP)

Menandatangani Formulir Penilaian Capaian Sasaran

Kerja Pegawai Negeri Sipil, dan menyerahkan foto

copy Formulir Penilaian Capaian Sasaran Kerja

Pegawai Negeri Sipil yang telah ditandatangani ke

Sub. Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana

sebagai arsip  Mendokumentasikan Formulir Penilaian Capaian

Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil serta

mengirimnya ke BKPP Aceh

Sasaran Kerja Pegawai yang

ditandatangani

Sasaran Kerja

Pegawai yang

ditandatangani

Sasaran Kerja

Pegawai yang

ditandatangani

Sasaran Kerja Pegawai yang

ditandatangani

Mengoreksi Draft Hasil Penilaian Capaian Sasaran

Kerja Pegawai Negeri Sipil. Jika benar menyerahkan

kepada PNS yang dinilai, Pejabat Penilai dan Atasan

Pejabat Penilai untuk ditandatangani. Jika salah

dikembalikan kepada JFU untuk diperbaiki

PEMERINTAH ACEH

DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

Menyerahkan kembali Draft Hasil Penilaian Capaian

Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil kepada

Kasubbag Kepegawaian dan Tata Laksana 

Memerintahkan JFU untuk mengetik Draft Hasil

Penilaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil 

JFU

PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Presta Kerja Pegawai Pegawai Negeri Sipil;

Apabila Realisasi Sasaran Kerja Pegawai Tidak Sesuai Dengan Target Kontrak Kerja Yang Telah Disepakati

Bersama Antara Pegawai dan Pejabat Penilai Maka Akan Berimplikasi Terhadap Pengembangan Karir Pegawai

PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah

dengan PP Nomor 12 Tahun 2002;

UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU

Nomor 43 Tahun 1999;

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis 

Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan 

Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012.

BENA
R

SALAH
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Nomor SOP 001/ KEPEG /IX/ 2015

Tanggal Pembuatan 10 NOVEMBER 2015

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 11 NOVEMBER 2015

Disahkan oleh

Nama SOP Pemberian Cuti Pegawai

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. 1. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Cuti Pegawai

2.

3.

4.

5.

6

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Data Base Kepegawaian 1. Komputer

2. SOP Absensi Pegawai 2. ATK

3. SOP Pengiriman Naskah Dinas/Surat 3. Buku Aturan Kepegawaian

4. SOP Pengelolaan Surat Keluar 4. Buku Penjagaan Cuti Pegawai

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Kartu Kendali Cuti

2. Surat Cuti

KASUBBAG KET

KEPEG & TL

1. Surat Permohonan Cuti 5 Menit

2. Disposisi Surat Permohonan Cuti 5 Menit

3. Disposisi Surat Permohonan Cuti 5 Menit

4. Disposisi Surat Permohonan Cuti 5 Menit

5. Disposisi Surat Permohonan Cuti 15 Menit

6. Surat Izin Cuti 10 Menit

7. Surat Izin Cuti 10 Menit Surat Izin Cuti

8. Surat Izin Cuti 5 Menit

9. Surat Izin Cuti 5 Menit

10. Surat Izin Cuti 5 Menit

11. Surat Izin Cuti 15 Menit

UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

Apabila Pelaksanaan Cuti Pegawai Tidak Berjalan Dengan Baik Maka Hak setiap Pegawai Yang Diberikan

Berdasar Aturan Akan Hilang dan Kemudian Berimplikasi Terhadap Kinerja.

Menugaskan JFU untuk mendistribusikan

surat izin cuti kepada pegawai yang

bersangkutan

Mencatat pemberian cuti pegawai ke

dalam buku ekspedisi dan

mendokumentasikan cuti pegawai,

mengirimnya ke BKPP Aceh serta

menyerahkan kepada pegawai yang

bersangkutan.

PEMOHON

Memeriksa surat izin cuti pegawai, jika

sudah benar memberi paraf dan

menyerahkan ke Kepala Dinas untuk

ditandatangani, jika salah dikembalikan ke

Kasubbag Kepegawaian dan Tata

Laksana

Memerintahkan Kasubbag Kepegawaian

dan Tata Laksana untuk mempersiapkan

surat izin cuti pegawai

Mengetik surat izin cuti pegawai dan

disampaikan kepada Kasubbag

Kepegawaian dan Tata Laksana 

Memeriksa surat izin cuti, jika sudah

benar memaraf dan menyerahkan

kepada Sekretaris untuk diparaf, jika

salah dikembalikan kepada JFU

Menugaskan Kasubbag Kepegawaian dan

Tata Laksana untuk mendistribusikan

surat izin cuti kepada pegawai yang

bersangkutan

Membaca, menelaah dan mendisposisi

surat permohonan cuti kepada Sekretaris

Menugaskan JFU untuk mengetik surat

izin cuti pegawai

Menandatangani surat izin cuti pegawai

dan menyerahkan ke Sekretaris

Mengajukan surat permohonan cuti

kepada Kepala Dinas

URAIAN PROSEDUR

Surat Izin Cuti

Surat Permohonan

Cuti

Surat Izin Cuti

Surat Izin Cuti

Surat Izin Cuti

Disposisi Surat

Permohonan Cuti

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

PROF. DR. SYAHRIZAL ABBAS, MA

Surat Izin Cuti

Disposisi Surat

Permohonan Cuti

Surat Permohonan

Cuti

Disposisi Surat

Permohonan Cuti

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

MUTU BAKU

JFUSEKRETARISKADIS

PP Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti;

Surat Edaran BAKN Nomor 01/SE/1977 tentang Cuti;

PELAKSANA

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis 

Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun 

Aceh Nomor 15 Tahun 2012.

Peraturan Gubernur Aceh No 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi pemangku Jabatan 

struktural Di lingkungan Dinas-Dinas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

SEKRETARIAT

SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TATA LAKSANA

PEMBINA UTAMA /NIP.197010271994031003

UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 

43 Tahun 1999;

PEMERINTAH ACEH

DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

BENAR

SALA
H

BENAR

SALAH
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Nomor SOP 015/ KEPEG /XI/ 2015

Tanggal Pembuatan 10 NOVEMBER 2015

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 11 NOVEMBER 2015

Disahkan oleh

Nama SOP Usulan Izin Belajar/Tugas Belajar

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. 1. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang izin belajar dan tugas belajar

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Data Base Kepegawaian 1. Komputer

2. SOP Membuat Surat/Naskah Dinas 2. ATK

3. SOP Pengiriman Naskah Dinas/Surat 3. Buku Aturan Kepegawaian

4. SOP Pengelolaan Surat Keluar 4. Buku Agenda

5. Buku Ekspedisi

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Surat Permohonan Izin Belajar/Tugas Belajar

2. Bahan Laporan Pengadministrasi Kepegawaian

KASUBBAG KET

KEPEG & TL

1. 5 Menit

2. 5 Menit

3. 5 Menit

4. 10 Menit

5. 15 Menit

6. 5 Menit

7. 5 Menit

8. 5 Menit

9. 5 Menit

10. 5 Menit

PEMERINTAH ACEH

DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis 

Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan 

Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012.

Peraturan Gubernur Aceh No 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi pemangku 

Jabatan struktural Di lingkungan Dinas-Dinas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Membaca dan meneliti konsep usulan

permohonan izin belajar/tugas belajar

dan kelengkapan persyaratan

administrasi, kemudian

menandatangani konsep usulan

permohonan izin belajar/tugas belajar

dan mengembalikan kepada Kasubbag 

Kepegawaian dan Tata Laksana untuk

ditindaklanjuti

Konsep Surat Keputusan Izin

Belajar/Tugas Belajar

Menugaskan JFU untuk menyiapkan

konsep usulan permohonan izin

belajar/tugas belajar

Menyiapkan konsep usulan

permohonan izin belajar/tugas belajar

dan disampaikan kepada Kasubbag

Kepegawaian dan Tata Laksana 

SEKRETARIS JFU

Surat Keputusan Izin

Belajar/Tugas Belajar

Surat Keputusan Izin Belajar/Tugas

Belajar

UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU

Nomor 43 Tahun 1999;

PP Nomor 07 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah

dengan PP Nomor 34 Tahun 2014;

Apabila Pemberian Izin Belajar/Tugas Belajar Tidak Diproses Maka Akan Berimplikasi Terhadap Ketertiban

Administrasi Kepegawaian.

SE Menpan Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai

Negeri Sipil;

PP Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;

SE BKN Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian;

UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

PELAKSANA

Mengajukan surat permohonan Izin

Belajar/Tugas Belajar kepada Kepala

Dinas

Memerintahkan Kasubbag

Kepegawaian dan Tata Laksana untuk

mempersiapkan konsep usulan

permohonan izin belajar/tugas belajar

Membaca, menelaah dan mendisposisi 

surat permohonan Izin Belajar/Tugas

Belajar kepada Sekretaris

MUTU BAKU

PNS

Mengirimkan usulan permohonan izin

belajar/tugas belajar PNS yang telah

disetujui dan ditandatangani oleh

Kepala Dinas kepada BKPP Aceh

untuk ditindaklanjuti

Menerima berkas dari Kepala Dinas,

menyerahkan kembali ke JFU dan

memerintahkan JFU untuk

menindaklanjuti berkas yang sudah

disetujui

Memeriksa konsep usulan

permohonan izin belajar/tugas belajar,

jika sudah benar memaraf dan

menyerahkan kepada Sekretaris untuk

diparaf, jika salah dikembalikan kepada 

JFUMemeriksa konsep usulan

permohonan izin belajar/tugas belajar,

jika sudah benar memberi paraf dan

menyerahkan ke Kepala Dinas untuk

ditandatangani, jika salah dikembalikan

ke Kasubbag Kepegawaian dan Tata

Laksana

Surat Keputusan Izin Belajar/Tugas

Belajar

Surat Keputusan Izin Belajar/Tugas

Belajar

SEKRETARIAT

SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TATA LAKSANA

URAIAN PROSEDUR

Disposisi Surat

Permohonan Izin

Belajar/Tugas Belajar

Surat Permohonan

Izin Belajar/Tugas

Belajar

Konsep Surat Keputusan Izin

Belajar/Tugas Belajar

Konsep Surat

Keputusan Izin

Belajar/Tugas Belajar

Konsep Surat Permohonan Izin

Belajar/Tugas Belajar

Konsep Surat

Permohonan Izin

Belajar/Tugas Belajar

Konsep Surat Keputusan Izin

Belajar/Tugas Belajar

Konsep Surat

Keputusan Izin

Belajar/Tugas Belajar

OUTPUTKADIS

Konsep Surat

Keputusan Izin

Belajar/Tugas Belajar

Surat Keputusan Izin

Belajar/Tugas Belajar

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

PROF. DR. SYAHRIZAL ABBAS, MA

Surat Keputusan Izin

Belajar/Tugas Belajar

Disposisi Surat

Permohonan Izin

Belajar/Tugas Belajar

KELENGKAPAN WAKTU

Surat Permohonan Izin

Belajar/Tugas Belajar

Disposisi Surat Permohonan Izin

Belajar/Tugas Belajar

Disposisi Surat Permohonan Izin

Belajar/Tugas Belajar

PEMBINA UTAMA /NIP.197010271994031003

SALAH

BENAR

BENAR

SALAH



87 

 

 

  

 

Nomor SOP 016/ KEPEG /XI/ 2015

Tanggal Pembuatan 10 NOVEMBER 2015

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 11 NOVEMBER 2015

Disahkan oleh

Nama SOP Usulan Peninjauan Masa Kerja

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. 1. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil

2.

3.

4.

5.

6

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Data Base Kepegawaian 1. Komputer

2. SOP Membuat Surat/Naskah Dinas 2. ATK

3. SOP Pengiriman Naskah Dinas/Surat 3. Buku Aturan Kepegawaian

4. SOP Pengelolaan Surat Keluar 4. Buku Agenda

5. Buku Ekspedisi

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Bahan Laporan Pengadministrasi Kepegawaian

KASUBBAG KET

KEPEG & TL

1. 5 Menit

2. 5 Menit

3. 5 Menit

4. 10 Menit

5. 45 Menit

6. 15 Menit

7. 15 Menit

8. 15 Menit

9. 5 Menit

10. 5 Menit

PP Nomor 07 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah

dengan PP Nomor 34 Tahun 2014;

Membaca dan meneliti berkas usulan

Peninjauan Masa Kerja PNS,

kemudian menandatangani berkas

usulan Peninjauan Masa Kerja PNS

dan mengembalikan kepada Kasubbag 

Kepegawaian dan Tata Laksana untuk

ditindaklanjuti

MUTU BAKU

PNS KADIS SEKRETARIS JFU

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis 

Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan 

Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012.

Peraturan Gubernur Aceh No 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi pemangku 

Jabatan struktural Di lingkungan Dinas-Dinas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Menerima berkas dari Kepala Dinas,

menyerahkan kembali ke JFU dan

memerintahkan JFU untuk

menindaklanjuti berkas yang sudah

disetujui

Apabila Peninjauan Masa Kerja PNS Tidak Diproses Maka Akan Berimplikasi Terhadap Kesejahteraan

Pegawai.

PELAKSANA

Menugaskan JFU untuk menyiapkan

berkas usulan Peninjauan Masa Kerja

PNS

Memerintahkan Kasubbag

Kepegawaian dan Tata Laksana untuk

mempersiapkan berkas usulan

Peninjauan Masa Kerja PNS

Memeriksa berkas usulan Peninjauan

Masa Kerja PNS, jika sudah benar

memaraf dan menyerahkan kepada

Sekretaris untuk diparaf, jika salah

dikembalikan kepada JFU

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

Surat Permohonan Usulan

Peninjauan Masa Kerja

Surat Permohonan

Peninjauan Masa

Kerja

Disposisi Surat Permohonan

Peninjauan Masa Kerja

Konsep Surat Permohonan

Peninjauan Masa Kerja

Konsep Surat

Permohonan 

Peninjauan Masa

Kerja

Disposisi Surat

Permohonan 

Peninjauan Masa

Kerja

Mengirimkan usulan Peninjauan Masa

Kerja PNS yang telah disetujui dan

ditandatangani oleh Kepala Dinas

kepada BKPP Aceh untuk

ditindaklanjuti

Berkas Usulan Peninjauan Masa

Kerja

Berkas Usulan

Peninjauan Masa

Kerja

Berkas Usulan Peninjauan Masa

Kerja

Berkas Usulan

Peninjauan Masa

Kerja

Berkas Usulan Peninjauan Masa

Kerja

Berkas Usulan

Peninjauan Masa

Kerja

Berkas Usulan Peninjauan Masa

Kerja

Berkas Usulan

Peninjauan Masa

Kerja

Berkas Usulan Peninjauan Masa

Kerja

Berkas Usulan

Peninjauan Masa

Kerja

Memeriksa berkas usulan Peninjauan

Masa Kerja PNS, jika sudah benar

memberi paraf dan menyerahkan ke

Kepala Dinas untuk ditandatangani,

jika salah dikembalikan ke Kasubbag

Kepegawaian dan Tata Laksana

Konsep Surat

Peninjauan Masa

Kerja dan berkas

usulan

PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah

dengan PP Nomor 12 Tahun 2002;

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

PROF. DR. SYAHRIZAL ABBAS, MA

Konsep Surat Peninjauan Masa

Kerja dan berkas usulan

Menyiapkan berkas usulan Peninjauan

Masa Kerja PNS dan disampaikan

kepada Kasubbag Kepegawaian dan

Tata Laksana 

Disposisi Surat Permohonan

Peninjauan Masa Kerja

Disposisi Surat

Permohonan 

Peninjauan Masa

Kerja

Mengajukan surat permohonan usulan

Peninjauan Masa Kerja kepada Kepala

Dinas

Membaca, menelaah dan mendisposisi 

surat usulan Peninjauan Masa Kerja

kepada Sekretaris

SEKRETARIAT

SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TATA LAKSANA

PEMBINA UTAMA /NIP.197010271994031003

UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU

Nomor 43 Tahun 1999;

URAIAN PROSEDUR

PEMERINTAH ACEH

DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

SALAH

BENAR

BENAR

SALAH
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1 NAMA JABATAN : Pengadministrasi Kepegawaian

2 KODE JABATAN : -

3 UNIT KERJA : -

a. JPT Madya : -

b. JPT Pratama : Kepala Dinas Syariat Islam Aceh

c. Administrator : Sekretaris

d. Pengawas : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana

e. Jabatan Fungsional : -

4 IKHTISAR JABATAN :

5 KUALIFIKASI JABATAN :

a. PENDIDIKAN FORMAL : SLTA/ DII/ DIII

a. Manajemen Perkantoran

b. Administrasi Perkantoran

c. Tata Perkantoran

d. bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan

b. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN :

a. Penjenjangan :

b. Teknis : a. Manajemen Kinerja

b. Manajemen Kepegawaian

c. Anjab dan ABK

d. Manajemen Informasi Kepegawaian

e. Administrasi Perkantoran

c. PENGALAMAN KERJA :

1

2

INFORMASI JABATAN

Form Anjab Pelaksana

Melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian di bidang kepegawaian 

sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas pokok Sub Bagian 

Kepegawaian dan Tata Laksana.
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6

No
Satuan 

Hasil

Waktu 

Penyelesaian 

(Menit)

Waktu 

Kerja 

Efektif 

(Menit)

Beban Kerja

Pegawai 

Yang 

Dibutuhkan

1 Dokumen 15 300 2 0.1

2 Kegiatan 10 75000 470 0.062666667

3 Dokumen 24000 75000 3 0.96

4 Dokumen 300 75000 7 0.028

5 Dokumen 10 75000 470 0.062666667

6 Dokumen 10 75000 150 0.02

7 Dokumen 10 75000 20 0.002666667

8 Dokumen 10 75000 30 0.004

9 Data 10 75000 6 0.0008

10 Kegiatan 150 75000 20 0.04

11 Kegiatan 150 75000 1 0.002

Jumlah 1.283

Pembulatan

7 HASIL KERJA :

1) Terpahaminya tugas dan petunjuk kerja

2) Tersedianya bahan dan kebutuhan kerja

3) Tersedianya SOP, Anjab dan ABK

4) Tersedianya KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN, SATYA LENCANA dan kartu ASKES serta usulan mutasi jabatan 

5) Terarsipnya surat masuk dan surat keluar

6) Tersedianya surat cuti bagi pegawai

7) Tersedianya absebsi upacara hari besar nasional dan apel pagi

8) Tersedianya ST Diklat PIM Diklat Teknis,Bimtek, Sosialisasi/ Workshop 

9) Tersedianya Administrasi PKL Mahasiswa

Uraian Tugas

Memroses permohonan cuti sesuai 

dengan alasan/keterangan dari 

pengawai agar dapat diketahui jumlah 

pengawai yang mengambil cuti.

mengetik surat tugas Diklat PIM, 

Diklat Teknis,Bimtek, Sosialisasi/ 

Workshop sesuai ketentuan yang 

berlaku.

Mempersiapkan daftar kebutuhan dan 

kerjasama pelatihan umum bagi 

mahasiswa Praktek Kerja Lapangan 

(PKL) sesuai ketentuan yang berlaku.

TUGAS POKOK

Mempelajari tugas dan petunjuk kerja

yang diberikan atasan untuk

menghindari kesalahan dalam

pelaksanaan kegiatan.

Mempersiapkan bahan dan peralatan

sesuai dengan kebutuhan untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas.

Melakukan kegiatan pengumpulan

dan pengolahan data Standar

Operasional Prosedur (SOP) Unit

Kerja, Analisis Jabatan (Anjab) dan

Analisis Beban Kerja (ABK)

berdasarkan hasil pengumpulan

untuk ditindaklanjuti.

Mempersiapkan bahan usulan

KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN,

SATYA LENCANA dan kartu ASKES

serta usulan mutasi jabatan

berdasarkan kelengkapan persyaratan

pengawai dalam rangka peningkatan

kesejahteraan pegawai.

Menerima, mencatat dan mengarsip

surat masuk dan keluar ke dalam

buku agenda sesuai petunjuk untuk

kelancaran administrasi kepegawaian.

Mempersiapkan bahan upacara hari-

hari besar nasional dan apel pagi

senin sesuai ketentuan yang berlaku.

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan

lainnya sesuai instruksi atasan agar

tugas terbagi habis; dan

Membuat laporan hasil pelaksanaan

tugas kepada atasan sebagai bahan

untuk penyusunan program

selanjutnya.
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SOP Analisis Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur 

 

 

1 NAMA JABATAN : Analis Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

2 KODE JABATAN : -

3 UNIT KERJA : -

a. JPT Madya : -

b. JPT Pratama : Kepala Dinas Syariat Islam Aceh

c. Administrator : Sekretaris

d. Pengawas : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana

e. Jabatan Fungsional : -

4 IKHTISAR JABATAN :

5 KUALIFIKASI JABATAN :

a. PENDIDIKAN FORMAL : S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) 

a. Manajemen

b. Ekonomi

c. Administrasi

d. Psikologi

e. bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan

b. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN :

a. Penjenjangan :

b. Teknis : a. Manajemen Kinerja

b. Manajemen Kepegawaian

c. Anjab dan ABK

d. Manajemen Informasi Kepegawaian

e. Administrasi Perkantoran

c. PENGALAMAN KERJA :

1

2

INFORMASI JABATAN

Form Anjab Pelaksana

Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan konsep, metode dan 

prosedur operasional di bidang manajemen kepegawaian meliputi penyusunan, 

pemeriksaan penelaahan, analisis, pengendalian dan pengelolaan 

berkas/kelengkapan serta identifikasi dan analisis keabsahan data terkait dengan 

formasi/ pengadaan, mutasi kepegawaian melalui sistem manajemen kepegawaian 

dan mengklasifikasikan objek kerja serta mengkaji dan menyusun objek kerja 

sesuai dengan prosedure dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas 

berjalan lancar.
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6

No
Satuan 

Hasil

Waktu 

Penyelesaian 

(Menit)

Waktu 

Kerja 

Efektif 

(Menit)

Beban Kerja

Pegawai 

Yang 

Dibutuhkan

Keteranga

n

1 Dokumen 15 300 2 0.1

2 Kegiatan 15 75000 470 0.094

3 Data 45 75000 1044 0.6264

4 Dokumen 60 75000 12 0.0096

5 Dokumen 120 75000 25 0.04

6 Dokumen 600 75000 41 0.328

7 Dokumen 300 75000 1 0.004

8 Dokumen 10 75000 4 0.000533333

9 Data 300 75000 1 0.004

10 Kegiatan 150 75000 20 0.04

11 Kegiatan 150 75000 1 0.002

Jumlah 1.249

Pembulatan

7 HASIL KERJA :

1) Terpahaminya tugas dan petunjuk kerja

2) Tersedianya bahan dan kebutuhan kerja

3) Terkumpulnya data kepegawaian yang akurat

4) DUK (Daftar Urut Kepangkatan)

5) Tersusunnya berkas kenaikan pangkat

6) Tersusunnya berkas pengajuan kenaikan gaji berkala

7) Tersusunnya berkas pengajuan Pensiun

8) Tersusunnya daftar kebutuhan Diklat PIM, Dilat Teknis, Tugas Belajar dan Izin belajar

9) Tersedianya daftar kebutuhan CPNS dan PPPK

10) Terlaksananya tugas tugas kedinasan lainnya

11) Tersedianya Laporan.

8 BAHAN KERJA :

No

a. Alat Perlengkapan Kantor Fasilitasi Berkerja

b. ATK Peralatan bekerja

9 PERANGKAT KERJA :

No

a. SOP Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

b. Peraturan Perundang-Undangan yang terkait Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

c. Data dan Informasi Bahan Pelaksanaan Tugas

Menyusun daftar kebutuhan Diklat 

PIM, Dilat Teknis, Tugas Belajar dan 

Izin belajar  sesuai ketentuan yang 

berlaku.

menyusun berkas pengajuan Pensiun

sesuai ketentuan yang berlaku.

TUGAS POKOK

Uraian Tugas

Mempelajari tugas dan petunjuk kerja

yang diberikan atasan untuk

menghindari kesalahan dalam

pelaksanaan kegiatan.

Mempersiapkan bahan dan peralatan

sesuai dengan kebutuhan untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas.

Mengumpulkan,mengklasifikasikan, 

menganalisa dan mengentry data

dalam Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian untuk mendapatkan

data kepegawaian yang akurat.

Mempersiapkan bahan dan Daftar

Urut Kepangkatan (DUK) secara

berkala untuk mendapatkan data

yang akurat.

Menyusun berkas pengajuan

kenaikan pangkat sesuai ketentun

yang berlaku.

Menyusun berkas pengajuan

kenaikan gaji berkala sesuai

ketentuan yang berlaku.

Membuat laporan hasil pelaksanaan

tugas kepada atasan sebagai bahan

untuk penyusunan program

selanjutnya.

Bahan Kerja Penggunaan Dalam Tugas

Perangkat Kerja Penggunaan Dalam Tugas

Menyiapkan daftar kebutuhan CPNS

dan PPPK sesuai ketentuan yang

berlaku.

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan

lainnya sesuai instruksi atasan agar

tugas terbagi habis; dan
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10 TANGGUNG JAWAB :

No

a. Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas.

b. Penggunaan perlengkapan kenderaan dinas secara efektif dan efisien

11 WEWENANG :

No

a.

b. Menjaga dan memelihara dokumen kedinasan.

12 KORELASI JABATAN :

a. Internal 1 Kepala Subbagian Kepegawaian dan Tata Laksana Struktural dan Konsultatif

13 KONDISI LINGKUNGAN KERJA :

a. Tempat Kerja Didalam Ruangan

b. Suhu Normal dengan perubahan

c. Udara Normal dengan perubahan

d. Keadaan Ruangan Cukup

e. Letak Didalam Gedung

f. Penerangan Terang

g. Suara Tenang

h. Keadaan tempat Kerja Nyaman

i. Getaran -

14 RISIKO BAHAYA :

1

Dst

15 SYARAT JABATAN :

a. Keterampilan Kerja

1) Dapat mengoperasikan komputer dengan baik.

b. Bakat Kerja

1) G : Inteligensia

2) V : Bakat Verbal

3) Q : Ketelitian

c. Temperamen Kerja

1) T :

2) M :

3) P :

d. Minat Kerja

1) Realistis :

2) Investigasi :

3) Sosial :

e. Upaya Fisik

1) Duduk : Berada dalam suatu tempat dalam  posisi duduk biasa.

2) Berjalan : Bergerak dengan jalan kaki.

3) Melihat : Usaha mengetahui dengan menggunakan mata.

4) Mendengar : Menggunakan telinga untuk mengetahui adanya suara.

5) Berbicara : Menyatakan atau bertukar pikiran secara lisan agar dapat dipahami.

f. Kondisi Fisik

1) Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan

2) Umur :

3) Tinggi Badan :

4) Berat Badan :

5) Postur Badan :

6) Penampilan : Rapi

g. Fungsi Pekerjaan

1) Hubungan dengan data :

D2 :Menganalisis Data.

D3 :Menyusun Data.

D4 :Menghitung Data.

D5 :Menyalin Data.

2) Hubungan dengan orang :

O7 : Melayani orang.

O8 : Menerima instruksi.

3) Hubungan dengan benda :

16 Pretasi Kerja yang diharapkan : Sangat Baik

17 Kelas Jabatan : 7

No Aspek Faktor

No Nama Resiko Penyebab

Aktivitas yang bersifat sosial atau memerlukan keterampilan berkomunikasi dengan 

orang lain.

Tidak ada

Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki pencapaian

dengan tepat menurut perangkat ba-tas, toleransi atau standar-standar tertentu.

Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan peraturan,

pembuatan pertimbangan, atau pembuatan peraturan berdasarkan kriteria yang

diukur atau yang dapat diuji.

Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari

hanya penerimaan danpembuatan instruksi. 

Aktivitas yang memerlukan manipulasi eksplisit, teratur atau sistematik terhadap

obyek/alat/benda/mesin.

Aktivitas yang memerlukan penyelidikan observasional, simbolik dan sistematik

terhadap fenomena dan kegiatan ilmiah.

Uraian

Uraian

Memberi saran kepada atasan.

Pola Hubungan Nama Jabatan Sifat Hubungan (dalam hal)
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SOP Pengadaan Manajemen Kepegawaian 

 

1 NAMA JABATAN : Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

2 KODE JABATAN : -

3 UNIT KERJA : -

a. JPT Madya : -

b. JPT Pratama : Kepala Dinas Syariat Islam Aceh

c. Administrator : Sekretaris

d. Pengawas : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana

e. Jabatan Fungsional : -

4 IKHTISAR JABATAN :

5 KUALIFIKASI JABATAN :

a. PENDIDIKAN FORMAL : D-3 (Diploma-Tiga) 

a. Manajemen

b. Administrasi

c. Psikologi

d. Teknik Informatika

e. Manajemen Teknik Informatika

f. bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan

b. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN :

a. Penjenjangan :

b. Teknis : a. Manajemen Kinerja

b. Manajemen Kepegawaian

c. Anjab dan ABK

d. Manajemen Informasi Kepegawaian

e. Administrasi Perkantoran

c. PENGALAMAN KERJA :

1

2

INFORMASI JABATAN

Form Anjab Pelaksana

Melakukan kegiatan pengelolaan bahan dan penyusunan laporan di bidang sistem 

informasi manajemen kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran tugas pokok Sub bagian Kepegawaian dan tata laksana.
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No
Satuan 

Hasil

Waktu 

Penyelesaian 

(Menit)

Waktu 

Kerja 

Efektif 

(Menit)

Beban Kerja

Pegawai 

Yang 

Dibutuhkan

Keteranga

n

1 Dokumen 10 300 2 0.066666667

2 Kegiatan 10 75000 470 0.062666667

3 Dokumen 15 75000 2500 0.5

4 Data 15 75000 1284 0.2568

5 Dokumen 60 75000 88 0.0704

6 Dokumen 20 75000 1284 0.3424

7 Kegiatan 150 75000 20 0.04

8 Kegiatan 150 75000 1 0.002

Jumlah 1.341

Pembulatan

7 HASIL KERJA :

1) Terpahaminya tugas dan petunjuk kerja

2) Tersedianya bahan dan kebutuhan kerja

3) Tersedianya data Pegawai Cuti, Sakit, Izin dan Surat Perintah Tugas

4) Tersedianya Dokumen Absensi

5) Tersedianya bahan usulan Pembayaran TPK

6) Tersedianya bahan usulan Pembayaran TPK, uang makan pegawai, uang meugang dan Hari Raya Islam

7) Terlaksananya tugas tugas kedinasan lainnya

8) Tersedianya Laporan.

8 BAHAN KERJA :

No

a. Alat Perlengkapan Kantor Fasilitasi Berkerja

b. ATK Peralatan bekerja

9 PERANGKAT KERJA :

No

a. SOP Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

b. Peraturan Perundang-Undangan yang terkait Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

c. Data dan Informasi Bahan Pelaksanaan Tugas

Uraian Tugas

TUGAS POKOK

Mempelajari tugas dan petunjuk kerja

yang diberikan atasan untuk

menghindari kesalahan dalam

pelaksanaan kegiatan.

Mempersiapkan bahan dan peralatan

sesuai dengan kebutuhan untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas.

Menginput surat izin, sakit, cuti, surat 

perintah tugas sesuai peraturan yang

berlaku untuk meningkatkan

kesejahteraan pegawai.

Melakukan penginputan rekapitulasi

absensi eletrik, Absen apel senin dan

realisasi perjalanan dinas aparatur

sesuai ketentuan dan kebutuhan

dalam rangka peningkatan

kesejahteraan pegawai.

Memeriksa kelengkapan bahan

usulan pembayaran tunjangan

Prestasi Kerja untuk ditindaklanjuti

oleh pejabat yang berwenang.

Penggunaan Dalam Tugas

Perangkat Kerja Penggunaan Dalam Tugas

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan

lainnya sesuai instruksi atasan agar

tugas terbagi habis; dan

Membuat laporan hasil pelaksanaan

tugas kepada atasan sebagai bahan

untuk penyusunan program

selanjutnya.

Bahan Kerja

Menyiapkan administrasi absensi

pegawai sebagai bahan usulan

pembayaran TPK, uang makan

pegawai, uang meugang & Hari raya

Islam sesuai dengan ketentuan dan

kebutuhan dalam rangka

penyelesaian pemberian hak-hak

kepegawaian.
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10 TANGGUNG JAWAB :

No

a. Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas.

b. Penggunaan perlengkapan kenderaan dinas secara efektif dan efisien

11 WEWENANG :

No

a.

b. Menjaga dan memelihara dokumen kedinasan.

12 KORELASI JABATAN :

a. Internal 1 Kepala Subbagian Kepegawaian dan Tata Laksana

13 KONDISI LINGKUNGAN KERJA :

a. Tempat Kerja Didalam Ruangan

b. Suhu Normal dengan perubahan

c. Udara Normal dengan perubahan

d. Keadaan Ruangan Cukup

e. Letak Didalam Gedung

f. Penerangan Terang

g. Suara Tenang

h. Keadaan tempat Kerja Nyaman

i. Getaran -

14 RISIKO BAHAYA :

1

Dst

15 SYARAT JABATAN :

a. Keterampilan Kerja

1) Dapat mengoperasikan komputer dengan baik.

b. Bakat Kerja

1) G : Inteligensia

2) V : Bakat Verbal

3) Q : Ketelitian

c. Temperamen Kerja

1) T :

2) M :

3) P :

d. Minat Kerja

1) Realistis :

2) Investigasi :

3) Sosial :

e. Upaya Fisik

1) Duduk : Berada dalam suatu tempat dalam  posisi duduk biasa.

2) Berjalan : Bergerak dengan jalan kaki.

3) Melihat : Usaha mengetahui dengan menggunakan mata.

4) Mendengar : Menggunakan telinga untuk mengetahui adanya suara.

5) Berbicara : Menyatakan atau bertukar pikiran secara lisan agar dapat dipahami.

f. Kondisi Fisik

1) Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan

2) Umur :

3) Tinggi Badan :

4) Berat Badan :

5) Postur Badan :

6) Penampilan : Rapi

g. Fungsi Pekerjaan

1) Hubungan dengan data :

D2 :Menganalisis Data.

D3 :Menyusun Data.

D4 :Menghitung Data.

D5 :Menyalin Data.

2) Hubungan dengan orang :

O7 : Melayani orang.

O8 : Menerima instruksi.

3) Hubungan dengan benda :

16 Pretasi Kerja yang diharapkan : Sangat Baik

17 Kelas Jabatan : 6

Aktivitas yang memerlukan penyelidikan observasional, simbolik dan

sistematik terhadap fenomena dan kegiatan ilmiah.

Aktivitas yang bersifat sosial atau memerlukan keterampilan

berkomunikasi dengan orang lain.

Tidak ada

Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki

pencapaian dengan tepat menurut perangkat ba-tas, toleransi atau standar-

Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan peraturan,

pembuatan pertimbangan, atau pembuatan peraturan berdasarkan kriteria

yang diukur atau yang dapat diuji.

Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain

lebih dari hanya penerimaan danpembuatan instruksi. 

Aktivitas yang memerlukan manipulasi eksplisit, teratur atau sistematik

terhadap obyek/alat/benda/mesin.

No Aspek Faktor

No Nama Resiko Penyebab

Uraian

Memberi saran kepada atasan.

Pola Hubungan Nama Jabatan Sifat Hubungan (dalam hal)

Uraian
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SOP Pengadministrasian Data Peruandang-undangan 

 

1 NAMA JABATAN : Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan

2 KODE JABATAN : -

3 UNIT KERJA : -

a. JPT Madya : -

b. JPT Pratama : Kepala Dinas Syariat Islam Aceh

c. Administrator : Sekretaris

d. Pengawas : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana

e. Jabatan Fungsional : -

4 IKHTISAR JABATAN :

5 KUALIFIKASI JABATAN :

a. PENDIDIKAN FORMAL : SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) 

a. Manajemen Perkantoran

b. Administrasi Perkantoran

c. Tata Perkantoran

d. bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan

b. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN :

a. Penjenjangan :

b. Teknis : a. Manajemen Kinerja

b. Manajemen Kepegawaian

c. Anjab dan ABK

d. Manajemen Informasi Kepegawaian

e. Administrasi Perkantoran

c. PENGALAMAN KERJA :

1

2

INFORMASI JABATAN

Form Anjab Pelaksana

Melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian di bidang kepegawaian 

sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas pokok Sub Bagian 

Kepegawaian dan Tata Laksana.
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6

No
Satuan 

Hasil

Waktu 

Penyelesaian 

(Menit)

Waktu 

Kerja 

Efektif 

(Menit)

Beban Kerja

Pegawai 

Yang 

Dibutuhkan

Keteranga

n

1 Dokumen 15 300 2 0.1

2 Kegiatan 15 75000 470 0.094

3 Dokumen 1500 75000 12 0.24

4 Dokumen 1500 75000 10 0.2

5 Dokumen 1200 75000 10 0.16

6 Dokumen 1200 75000 10 0.16

7 Kegiatan 300 75000 20 0.08

8 Kegiatan 300 75000 1 0.004

Jumlah 1.038

Pembulatan

7 HASIL KERJA :

1) Terpahaminya tugas dan petunjuk kerja

2) Tersedianya bahan dan kebutuhan kerja

3) Terhimpunnya data dan informasi, produk hukum

4)

5) Terhimpunnya data peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan, jenis dan klasifikasinya 

6) Tersajikannya data peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan

7) Terlaksananya tugas tugas kedinasan lainnya

8) Tersedianya Laporan.

8 BAHAN KERJA :

No

a. Alat Perlengkapan Kantor Fasilitasi Berkerja

b. ATK Peralatan bekerja

9 PERANGKAT KERJA :

No

a. SOP Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

b. Peraturan Perundang-Undangan yang terkait Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

c. Data dan Informasi Bahan Pelaksanaan Tugas

10 TANGGUNG JAWAB :

No

a. Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas.

b. Penggunaan perlengkapan kenderaan dinas secara efektif dan efisien

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan

lainnya sesuai instruksi atasan agar

tugas terbagi habis; dan

Membuat laporan hasil pelaksanaan

tugas kepada atasan sebagai bahan

untuk penyusunan program

selanjutnya.

Bahan Kerja Penggunaan Dalam Tugas

Perangkat Kerja Penggunaan Dalam Tugas

Uraian

Tersajikanya informasi dan mendokumentasi hukum dengan mengkompilasikan peraturan-peraturan perundang-

undangan di bidang syariat Islam 

Menyajikan data peraturan 

perundang-undangan sesuai dengan 

kebutuhan, jenis dan klasifikasinya 

untuk memberikan pelayanan 

informasi hukum kepada pihak yang 

berkepentingan

TUGAS POKOK

Uraian Tugas

Mempelajari tugas dan petunjuk kerja

yang diberikan atasan untuk

menghindari kesalahan dalam

pelaksanaan kegiatan.

Mempersiapkan bahan dan peralatan

sesuai dengan kebutuhan untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas.

Menghimpun data dan informasi,

produk hukum sesuai dengan

kebutuhan, jenis dan klasifikasinya

untuk menjadi bahan masukan dalam

pelaksanaan evaluasi di Kepe.

Menyajikan informasi dan

mendokumentasi hukum dengan

mengkompilasikan peraturan-

peraturan perundang-undangan di

bidang syariat Islam sesuai

kebutuhan untuk memberikan

pelayanan informasi hukum kepada

pihak yang berkepentingan.

Menghimpun menyajikan data

peraturan perundang-undangan

sesuai dengan kebutuhan, jenis dan

klasifikasinya untuk menjadi bahan

masukan dalam pelaksanaan evaluasi

di bidang syariat Islam.
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11 WEWENANG :

No

a.

b. Menjaga dan memelihara dokumen kedinasan.

12 KORELASI JABATAN :

a. Internal 1 Kepala Subbagian Kepegawaian dan Tata Laksana

13 KONDISI LINGKUNGAN KERJA :

a. Tempat Kerja Didalam Ruangan

b. Suhu Normal dengan perubahan

c. Udara Normal dengan perubahan

d. Keadaan Ruangan Cukup

e. Letak Didalam Gedung

f. Penerangan Terang

g. Suara Tenang

h. Keadaan tempat Kerja Nyaman

i. Getaran -

14 RISIKO BAHAYA :

1

Dst

15 SYARAT JABATAN :

a. Keterampilan Kerja

1) Dapat mengoperasikan komputer dengan baik.

b. Bakat Kerja

1) G : Inteligensia

2) V : Bakat Verbal

3) Q : Ketelitian

c. Temperamen Kerja

1) T :

2) M :

3) P :

d. Minat Kerja

1) Realistis :

2) Investigasi :

3) Sosial :

e. Upaya Fisik

1) Duduk : Berada dalam suatu tempat dalam  posisi duduk biasa.

2) Berjalan : Bergerak dengan jalan kaki.

3) Melihat : Usaha mengetahui dengan menggunakan mata.

4) Mendengar : Menggunakan telinga untuk mengetahui adanya suara.

5) Berbicara : Menyatakan atau bertukar pikiran secara lisan agar dapat dipahami.

f. Kondisi Fisik

1) Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan

2) Umur :

3) Tinggi Badan :

4) Berat Badan :

5) Postur Badan :

6) Penampilan : Rapi

g. Fungsi Pekerjaan

1) Hubungan dengan data :

D2 :Menganalisis Data.

D3 :Menyusun Data.

D4 :Menghitung Data.

D5 :Menyalin Data.

2) Hubungan dengan orang :

O7 : Melayani orang.

O8 : Menerima instruksi.

3) Hubungan dengan benda :

16 Pretasi Kerja yang diharapkan : Sangat Baik

17 Kelas Jabatan : 5

Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari

hanya penerimaan danpembuatan instruksi. 

Aktivitas yang memerlukan manipulasi eksplisit, teratur atau sistematik terhadap

obyek/alat/benda/mesin.

Aktivitas yang memerlukan penyelidikan observasional, simbolik dan sistematik

terhadap fenomena dan kegiatan ilmiah.

Aktivitas yang bersifat sosial atau memerlukan keterampilan berkomunikasi dengan 

orang lain.

No Nama Resiko Penyebab

Tidak ada

Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki pencapaian

dengan tepat menurut perangkat ba-tas, toleransi atau standar-standar tertentu.

Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan peraturan,

pembuatan pertimbangan, atau pembuatan peraturan berdasarkan kriteria yang

diukur atau yang dapat diuji.

Memberi saran kepada atasan.

Pola Hubungan Nama Jabatan Sifat Hubungan (dalam hal)

No Aspek Faktor

Uraian
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SOP Dasar Pelaksanaan Pekerjaan 

 

1 NAMA JABATAN : (tulis nama jabatan pelaksana)

2 KODE JABATAN : -

3 UNIT KERJA : -

a. JPT Madya : -

b. JPT Pratama : Kadis/Kabag/Karo

c. Administrator : Kabag/Kabid

d. Pengawas : Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi

- ….

- ….

Dst…

e. Jabatan Fungsional : Diisi jika ada

4 IKHTISAR JABATAN : Memahami bidang tugas dan pekerjaannya

5 KUALIFIKASI JABATAN :

a. PENDIDIKAN FORMAL : tulis kualifikasi pendidikan dan jurusan

b. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN :

a. Penjenjangan : -

b. Teknis : Diklat disesuaikan dengan kebutuhan jabatan pelaksana

Dst…

c. PENGALAMAN KERJA :

1

2

INFORMASI JABATAN

Form Anjab Pelaksana
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6

No
Satuan 

Hasil

Waktu 

Penyelesaian 

(Menit)

Waktu 

Kerja 

Efektif 

(Menit)

Beban Kerja

Pegawai 

Yang 

Dibutuhkan

Keterangan

1 Dokumen 75000

2 Kegiatan 75000

3 Kegiatan 75000

4 Kegiatan 75000

5 Kegiatan 75000

6 Kegiatan 75000

7 Kegiatan 75000

8 Kegiatan 75000

9 Kegiatan 75000

10 Kegiatan 75000

Jumlah

Pembulatan

7 HASIL KERJA :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15) Dst….(disesuaikan dengan uraian tugas diatas).

8 BAHAN KERJA :

No

a. Alat Perlengkapan Kantor Fasilitasi Berkerja

b. ATK Peralatan bekerja

9 PERANGKAT KERJA :

No

a. SOP Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

b. Peraturan Perundang-Undangan yang terkait Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

c. Data dan Informasi Bahan Pelaksanaan Tugas

10 TANGGUNG JAWAB :

No

a. Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas.

b. Penggunaan perlengkapan kenderaan dinas secara efektif dan efisien

Uraian Tugas

TUGAS POKOK

…..

….. (diisi sesuai dengan tugas

pelaksana) 

Mempelajari tugas dan petunjuk kerja

yang diberikan atasan untuk

menghindari kesalahan dalam

pelaksanaan kegiatan.

Mempersiapkan bahan dan peralatan

sesuai dengan kebutuhan untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas.

…..

…..

…..

…..

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan

lainnya sesuai instruksi atasan agar

tugas terbagi habis; dan

Membuat laporan hasil pelaksanaan

tugas kepada atasan sebagai bahan

untuk penyusunan program

selanjutnya.

Bahan Kerja Penggunaan Dalam Tugas

Perangkat Kerja Penggunaan Dalam Tugas

Uraian
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11 WEWENANG :

No

a.

b. Menjaga dan memelihara dokumen kedinasan.

12 KORELASI JABATAN :

a. Internal 1 Kepala Subbagian/Seksi …..

2 …….

13 KONDISI LINGKUNGAN KERJA :

a. Tempat Kerja Didalam Ruangan

b. Suhu Normal dengan perubahan

c. Udara Normal dengan perubahan

d. Keadaan Ruangan Cukup

e. Letak Didalam Gedung

f. Penerangan Terang

g. Suara Tenang

h. Keadaan tempat Kerja Nyaman

i. Getaran -

14 RISIKO BAHAYA :

1

Dst

15 SYARAT JABATAN :

a. Keterampilan Kerja

1) Dapat mengoperasikan komputer dengan baik.

b. Bakat Kerja

1) G : Inteligensia

2) V : Bakat Verbal

3) Q : Ketelitian

c. Temperamen Kerja

1) T :

2) M :

3) P :

d. Minat Kerja

1) Realistis :

2) Investigasi :

3) Sosial :

e. Upaya Fisik

1) Duduk : Berada dalam suatu tempat dalam  posisi duduk biasa.

2) Berjalan : Bergerak dengan jalan kaki.

3) Melihat : Usaha mengetahui dengan menggunakan mata.

4) Mendengar : Menggunakan telinga untuk mengetahui adanya suara.

5) Berbicara : Menyatakan atau bertukar pikiran secara lisan agar dapat dipahami.

f. Kondisi Fisik

1) Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan

2) Umur :

3) Tinggi Badan :

4) Berat Badan :

5) Postur Badan :

6) Penampilan : Rapi

g. Fungsi Pekerjaan

1) Hubungan dengan data :

D2 :Menganalisis Data.

D3 :Menyusun Data.

D4 :Menghitung Data.

D5 :Menyalin Data.

2) Hubungan dengan orang :

O7 : Melayani orang.

O8 : Menerima instruksi.

3) Hubungan dengan benda :

16 Pretasi Kerja yang diharapkan : Sangat Baik

17 Kelas Jabatan : …….. (Pedomani Keputusan Gub No. 821/1282/2020) ttg Kelas Jabatan

No Nama Resiko Penyebab

Uraian

Memberi saran kepada atasan.

Pola Hubungan Nama Jabatan Sifat Hubungan (dalam hal)

No Aspek Faktor

Aktivitas yang bersifat sosial atau memerlukan keterampilan berkomunikasi

dengan orang lain.

Tidak ada

Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki pencapaian

dengan tepat menurut perangkat ba-tas, toleransi atau standar-standar tertentu.

Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan peraturan,

pembuatan pertimbangan, atau pembuatan peraturan berdasarkan kriteria yang

diukur atau yang dapat diuji.

Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari

hanya penerimaan danpembuatan instruksi. 

Aktivitas yang memerlukan manipulasi eksplisit, teratur atau sistematik terhadap

obyek/alat/benda/mesin.

Aktivitas yang memerlukan penyelidikan observasional, simbolik dan sistematik

terhadap fenomena dan kegiatan ilmiah.
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SOP Pengelolaan Surat Masuk 

 

Nomor SOP 001 / UMUM / XI / 2015

Tanggal Pembuatan 10 NOVEMBER 2015

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 11 NOVEMBER 2015

Disahkan oleh

Nama SOP

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. 1. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Pengelolaan Surat Masuk

2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

3.

4.

5.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Membuat Surat/Naskah Dinas 1. Komputer

2. ATK

3. Buku Aturan Tata Naskah Dinas

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Buku Kendali Surat Masuk

2. Buku Ekspedisi

3. Lembar Disposisi

KEPALA KET

DINAS

1. Surat Masuk, ATK, Lembar Disposisi, 5 Menit

Buku Agenda

Buku Agenda

2. Surat Masuk, ATK, Lembar Disposisi 5 Menit

3. Surat Masuk, ATK, Lembar Disposisi 5 Menit

4. Surat Masuk, ATK, Lembar Disposisi 10 Menit

5. Mendistribusikan dan mendokumentasikan/mengarsip surat masuk Surat Masuk, ATK, Lembar Disposisi 10 Menit

Menerima surat masuk, melampirkan lembar disposisi, mencatat di

buku agenda surat masuk, mengklasifikasikan menurut jenis surat

kemudian meneruskan kepada Kepala Dinas untuk memberi

disposisi sesuai dengan isi surat masuk

UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

Permendagri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah

Provinsi;

Surat Masuk, ATK,

Lembar Disposisi

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis

Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan

Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012.

Surat Masuk, ATK,

Lembar Disposisi

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

PROF. DR. SYAHRIZAL ABBAS, MA

PEMBINA UTAMA /NIP.  19701027 1994031 003

Surat Masuk, ATK,

Lembar Disposisi,

PEMERINTAH ACEH

DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

OUTPUT
URAIAN PROSEDUR

Pengelolaan Surat Masuk

SUB. BAGIAN UMUM

SEKRETARIAT

Surat Masuk, ATK,

Lembar Disposisi

Surat Masuk, ATK,

Lembar Disposisi

Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah;

JFU KELENGKAPAN WAKTU

MUTU BAKU

Apabila Pelaksanaan Pengelolaan Surat Masuk Tidak Berjalan Dengan Baik Maka Berimplikasi Terhadap Kinerja

Dinas.

Menindaklanjuti sesuai disposisi Kepala Dinas dan menyerahkan

surat kepada JFU untuk di dokumentasikan/diarsipkan secara

sentralisasi di bagian arsip

PELAKSANA

KABID/

SEKRETARIS

Membaca, menelaah surat, memberikan disposisi dan dikembalikan

kepada JFU untuk dicatat sesuai disposisi dari Kepala Dinas

Meneruskan surat masuk yang telah di disposisi Kepala Dinas

kepada Kepala Bidang/Sekretaris 
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SOP Pengelolaan Surat Keluar 

 

Nomor SOP 001 / UMUM / XI / 2015

Tanggal Pembuatan 10 NOVEMBER 2015

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 11 NOVEMBER 2015

Disahkan oleh

Nama SOP

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. 1. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Pengelolaan Surat Keluar

2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

3.

4.

5.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk 1. Komputer

2. ATK

3. Buku Aturan Tata Naskah Dinas

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Buku Kendali Surat Keluar

2. Buku Ekspedisi

KEPALA KABID/ KASUBBAG/ KET

DINAS SEKRETARIS KASI

1. Disposisi Surat 5 Menit

2. Disposisi Surat 5 Menit

3. Menugaskan JFU untuk mengetik konsep surat keluar Disposisi Surat 5 Menit

4. Draft Surat Keluar 15 Menit Draft Surat Keluar

5. Draft Surat Keluar 5 Menit Draft Surat Keluar

6. Draft Surat Keluar 5 Menit Draft Surat Keluar

7. Surat Keluar yang ditandatangani 5 Menit

8. Surat Keluar yang ditandatangani 10 Menit

9. Mengirim surat keluar sesuai alamat yang dituju Surat Keluar yang ditandatangani 10 Menit

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

PROF. DR. SYAHRIZAL ABBAS, MA

PEMBINA UTAMA /NIP.  19701027 1994031 003

UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

Pengelolaan Surat Keluar

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis

Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan

Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012.

Permendagri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah

Provinsi;Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah;

PEMERINTAH ACEH

DINAS SYARIAT ISLAM ACEH
SEKRETARIAT

SUB. BAGIAN UMUM

Mengetik konsep surat keluar dan mengajukan ke

Kasubbag/Kasi

Disposisi Surat

Memeriksa konsep surat, jika benar memberi paraf

dan mengajukan ke Kepala Bidang/Sekretaris, jika

salah mengembalikan ke JFU untuk diperbaiki

Apabila Pelaksanaan Pengelolaan Surat Keluar Tidak Berjalan Dengan Baik Maka Berimplikasi Terhadap Kinerja

Dinas.

MUTU BAKU

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

PELAKSANA

JFU

Mengarahkan Kepala Bidang/Sekretaris untuk

menyiapkan/memproses surat keluar

Menugaskan Kasubbag/Kasi untuk menyiapkan konsep

surat keluar

Disposisi Surat

Disposisi Surat

URAIAN PROSEDUR

Surat Keluar yang

ditandatangani

Surat Keluar yang

ditandatangani

Surat Keluar yang

ditandatangani

Memeriksa konsep surat keluar, jika benar memberi

paraf dan mengajukan kepada Kepala Dinas, jika salah

dikembalikan ke Kasubbag/Kasi

Membaca dan mengoreksi konsep surat, jika setuju

menandatangani surat keluar dan menyerahkan

kembali kepada JFU untuk diproses lebih lanjut, jika

tidak setuju diserahkan kembali kepada Kepala

Bidang/Sekretaris untuk diperbaiki

Menerima surat dari Kepala Dinas dan memberi nomor

serta menggandakan untuk dikirim dan di

dokumentasikan

BENAR

SALAH

SALAH

BENAR

BENARSALAH
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Nomor SOP 001 / UMUM / XI / 2015

Tanggal Pembuatan 10 NOVEMBER 2015

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 11 NOVEMBER 2015

Disahkan oleh

Nama SOP Pengiriman Naskah Dinas/Surat

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. 1. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Pengiriman Naskah Dinas/Surat

2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

3.

4.

5.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pengelolaan Surat Keluar 1. Komputer

2. ATK

3. Buku Aturan Tata Naskah Dinas

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Buku Kendali Pengiriman Surat

2. Buku Ekspedisi

KET

1. Surat Keluar 5 Menit

2. Surat Keluar 3 Menit

3. Surat Keluar 5 Menit

4. Surat Keluar, Agenda, ATK 5 Menit

5. Surat Keluar, Agenda, ATK 5 Menit

6. Agenda 5 Menit Agenda

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis

Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan

Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012.

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

PROF. DR. SYAHRIZAL ABBAS, MA

PEMBINA UTAMA /NIP.  19701027 1994031 003

UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

Permendagri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah

Provinsi;Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah;

PEMERINTAH ACEH

DINAS SYARIAT ISLAM ACEH
SEKRETARIAT

SUB. BAGIAN UMUM

Apabila Pelaksanaan Pengiriman Naskah Dinas/Surat Tidak Berjalan Dengan Baik Maka Berimplikasi Terhadap

Kinerja Dinas.

PELAKSANA MUTU BAKU

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUTJFU
URAIAN PROSEDUR KEPALA SUB.                       

BAGIAN UMUM

Mencermati Naskah Dinas/Surat, jika sudah benar

akan dibawa untuk didistribusikan, jika belum akan

diperbaiki

Mengambil dan membawa buku ekspedisi pengiriman

naskah dinas/surat untuk dipergunakan sebagai tanda

terima

Memerintahkan JFU untuk mengirim surat sesuai

dengan alamat yang di tuju  

Mengambil atau menerima naskah dinas/surat yang

akan dikirim sesuai dengan alamat yang di tuju

Mengembalikan buku ekspedisi surat keluar sebagai

tanda pengiriman selesai

Mendistribusikan naskah dinas/surat sesuai alamat

surat dan memintakan tanda terima naskah

dinas/surat 

Surat Keluar

Surat Keluar

Surat Keluar

Surat Keluar,

Agenda, ATK

Surat Keluar,

Agenda, ATK
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SOP Pelayanan Tamu Kedinasan 

 

Nomor SOP 001 / UMUM / XI / 2015

Tanggal Pembuatan 10 NOVEMBER 2015

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 11 NOVEMBER 2015

Disahkan oleh

Nama SOP Pelayanan Tamu Kedinasan

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. 1. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Pelayanan Tamu Kedinasan

2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

3.

4.

5.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pelayanan Pimpinan 1. Komputer

2. ATK

3. Buku Aturan Tata Naskah Dinas

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Buku Tamu

KET

1. Buku Tamu 5 Menit Buku Tamu 

2. Buku Tamu 5 Menit Buku Tamu 

3. Data 5 Menit Data 

4. Surat Tugas 5 Menit Surat Tugas

5. Buku Tamu 5 Menit Buku Tamu

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

PROF. DR. SYAHRIZAL ABBAS, MA

PEMBINA UTAMA /NIP.  19701027 1994031 003

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis

Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan

Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012.

Permendagri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah

Provinsi;Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah;

SEKRETARIAT

SUB. BAGIAN UMUM

UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

Menyimpan kembali buku tamu dan merapikan ruang tunggu

Apabila Pelayanan Tamu Kedinasan Tidak Berjalan Dengan Baik Maka Berimplikasi Terhadap Kinerja Dinas.

PELAKSANA MUTU BAKU

JFU
KASUBBAG

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
UMUM

Memperjelas muatan informasi, bahan dan data yang diperlukan. Jika informasi,

bahan dan data tersedia disekretariatan maka akan diberikan, jika informasi,

bahan dan data ada pada bagian lain maka tamu akan diarahkan ke Bidang

terkait

Menerima tamu, menyapa dan menanyakan keperluannya. Jika keperluannya

ingin mencari informasi, bahan dan data diserahkan kepada Kasubbag Umum

Menemui tamu dan mempersilahkan duduk terlebih dahulu diruang tunggu,

mengisi buku tamu, meminta identitas atau surat tugas

Memberikan dan menyerahkan secara sopan identitas atau surat tugas setelah

selesai bertemu 

URAIAN PROSEDUR

PEMERINTAH ACEH

DINAS SYARIAT ISLAM ACEH
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SOP Pelayanan Pertemuan Internal 

 

 

Nomor SOP 001 / UMUM / XI / 2015

Tanggal Pembuatan 10 NOVEMBER 2015

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 11 NOVEMBER 2015

Disahkan oleh

Nama SOP Pelayanan Akomodasi Pertemuan Internal

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. 1. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang rapat kerja dinas

2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

3.

4.

5.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Rapat Kerja 1. Komputer

2. ATK

3. Buku Aturan Tata Naskah Dinas

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Agenda Kerja

KASUBBAG KET

UMUM

1. Konsep Acara Rapat/Pertemuan 30 Menit

2. Disposisi 5 Menit Disposisi

3. Agenda Kerja 15 Menit Agenda Kerja

4. Agenda Kerja 15 Menit Agenda Kerja

5. Agenda Kerja 15 Menit Agenda Kerja

6. Agenda Kerja 15 Menit Agenda Kerja

7. Agenda Kerja 5 Menit Agenda Kerja

8. Agenda Kerja 1 Hari Agenda Kerja

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

PROF. DR. SYAHRIZAL ABBAS, MA

PEMBINA UTAMA /NIP.  19701027 1994031 003

Memerintahkan JFU untuk mempersiapkan peralatan ruang

rapat/pertemuan

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis

Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan

Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012.

URAIAN PROSEDUR

Apabila Pelayanan Akomodasi Pertemuan Internal Tidak Berjalan Dengan Baik Maka Berimplikasi Terhadap

Kinerja Dinas.

PELAKSANA

JFU

Membuat konsep acara rapat/pertemuan meliputi undangan, daftar

hadir, susunan acara, jumlah peserta, pembicara/narasumber,

materi, notulis, moderator, waktu dan petugas cleaning

Menjalankan tugas sesuai dengan rencana yang telah di susun

MUTU BAKU

SEKRETARIS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

Konsep Acara

Rapat/Pertemuan

Melaporkan kepada Kasubbag Umum kesiapan acara

rapat/pertemuan

Memberikan penilaian atas laporan pelaksanaan rapat. Jika laporan

dipandang cukup agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah

ditetapkan

Memeriksa kesiapan acara rapat dan melaporkan kepada Sekretaris

Mengawasi Petugas cleaning menyiapkan, menata ruang rapat yang 

sesuai kapasitas jumlah peserta serta fasilitas lainnya

Menyampaikan kepada JFU untuk menjalankan tugas sesuai

rencana yang telah di susun  

Permendagri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah

Provinsi;Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah;

PEMERINTAH ACEH

DINAS SYARIAT ISLAM ACEH
SEKRETARIAT

SUB. BAGIAN UMUM

UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
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SOP Perancang Kebijakan 

 

 

 

 

 

1 NAMA JABATAN : Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

2 KODE JABATAN : -

3 UNIT KERJA : -

a. JPT Madya : -

b. JPT Pratama : Kepala Dinas Syariat Islam Aceh

c. Administrator : Sekretaris

d. Pengawas : Kepala Sub Bagian Umum

e. Jabatan Fungsional : -

4 IKHTISAR JABATAN :

5 KUALIFIKASI JABATAN :

a. PENDIDIKAN FORMAL : S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)

a. Manajemen

b. Administrasi

c. Pemerintahan

d. Bidang lain yang relevan

b. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN :

a. Penjenjangan : -

b. Teknis : a. Pengadaan Barang dan Jasa

b. Pengelolaan Barang

c. Pengurus Barang 

d. Perencanaan Kebutuhan Barang

c. PENGALAMAN KERJA :

1

2

Melakukan Kegiatan Pengkajian, Pemeriksaan dan Penyusunan Perancangan 

dibidang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan petunjuk dan 

ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok Sub Bagian 

Umum.

INFORMASI JABATAN

Form Anjab Pelaksana
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6

No
Satuan 

Hasil

Waktu 

Penyelesaian 

(Menit)

Waktu 

Kerja 

Efektif 

(Menit)

Beban Kerja

Pegawai 

Yang 

Dibutuhkan

Keterangan

1 Dokumen 15 300 2 0.1

2 Kegiatan 15 75000 470 0.094

3 Kegiatan 1500 75000 30 0.6

4 Kegiatan 120 75000 60 0.096

5 Dokumen 120 75000 30 0.048

6 Dokumen 120 75000 30 0.048

7 Kegiatan 300 75000 20 0.08

8 Kegiatan 300 75000 6 0.024

Jumlah 1.090

Pembulatan

7 HASIL KERJA :

1) Terpahaminya tugas dan petunjuk kerja

2) Tersedianya bahan dan kebutuhan kerja

3) Tersedianya bahan administrasi pengadaan barang dan jasa

4) Terkoordinasinya dengan lembaga dan/ atau instansi terkait

5) Terarsipnya administrasi Pengadaaan Barang dan Jasa

6) Terhimpunnya dokumentasi Pengadaan Barang dan Jasa

7) Terlaksananya tugas tugas kedinasan lainnya

8) Tersedianya Laporan.

8 BAHAN KERJA :

No

a. Alat Perlengkapan Kantor Fasilitasi Berkerja

b. ATK Peralatan bekerja

9 PERANGKAT KERJA :

No

a. SOP Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

b. Peraturan Perundang-Undangan yang terkait Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

c. Data dan Informasi Bahan Pelaksanaan Tugas

10 TANGGUNG JAWAB :

No

a. Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas.

b. Penggunaan perlengkapan kenderaan dinas secara efektif dan efisien

11 WEWENANG :

No

a.

b. Menjaga dan memelihara dokumen kedinasan.

Uraian

Uraian

Memberi saran kepada atasan.

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan

lainnya sesuai instruksi atasan agar

tugas terbagi habis; dan

Membuat laporan hasil pelaksanaan

tugas kepada atasan sebagai bahan

untuk penyusunan program

selanjutnya.

Bahan Kerja Penggunaan Dalam Tugas

Perangkat Kerja Penggunaan Dalam Tugas

Mempersiapkan bahan dan peralatan

sesuai dengan kebutuhan untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas.

Menyiapkan Bahan Administrasi

Pengadaan Barang/Jasa dalam

rangka tertib administrasi.

Melakukan Koordinasi dengan

lembaga dan/atau instansi terkait

sesuai bidang tugasnya dalam rangka

kelancaran pengadaan Barang/Jasa.

Menerima dan Mencatat Administrasi

Pengadaan Barang/Jasa guna tertib

administrasi

Menghimpun Dokumentasi

Administrasi Pengadaan Barang/Jasa

untuk dapat diarsipkan dan dapat

digunakan sewaktu waktu sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Mempelajari tugas dan petunjuk kerja

yang diberikan atasan untuk

menghindari kesalahan dalam

pelaksanaan kegiatan.

TUGAS POKOK

Uraian Tugas
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12 KORELASI JABATAN :

a. Internal 1

b. Ekternal

13 KONDISI LINGKUNGAN KERJA :

a. Tempat Kerja Didalam Ruangan

b. Suhu Normal dengan perubahan

c. Udara Normal dengan perubahan

d. Keadaan Ruangan Cukup

e. Letak Didalam Gedung

f. Penerangan Terang

g. Suara Tenang

h. Keadaan tempat Kerja Nyaman

i. Getaran -

14 RISIKO BAHAYA :

1

Dst

15 SYARAT JABATAN :

a. Keterampilan Kerja

1) Dapat mengoperasikan komputer dengan baik.

b. Bakat Kerja

1) G : Inteligensia

2) V : Bakat Verbal

3) Q : Ketelitian

c. Temperamen Kerja

1) T :

2) M :

3) P :

d. Minat Kerja

1) Realistis :

2) Investigasi :

3) Sosial :

e. Upaya Fisik

1) Duduk : Berada dalam suatu tempat dalam  posisi duduk biasa.

2) Berjalan : Bergerak dengan jalan kaki.

3) Melihat : Usaha mengetahui dengan menggunakan mata.

4) Mendengar : Menggunakan telinga untuk mengetahui adanya suara.

5) Berbicara : Menyatakan atau bertukar pikiran secara lisan agar dapat dipahami.

f. Kondisi Fisik

1) Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan

2) Umur :

3) Tinggi Badan :

4) Berat Badan :

5) Postur Badan :

6) Penampilan : Rapi

g. Fungsi Pekerjaan

1) Hubungan dengan data :

D2 :Menganalisis Data.

D3 :Menyusun Data.

D4 :Menghitung Data.

D5 :Menyalin Data.

2) Hubungan dengan orang :

O7 : Melayani orang.

O8 : Menerima instruksi.

3) Hubungan dengan benda :

16 Pretasi Kerja yang diharapkan : Sangat Baik

17 Kelas Jabatan : 7

Seluruh Kepala Subbagian/Seksi dalam Dinas 

Syariat Islam yang terkait dengna Pekerjaan 

Pengadaan Barang dan Jasa

1. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa

Aktivitas yang bersifat sosial atau memerlukan keterampilan berkomunikasi

dengan orang lain.

Tidak ada

Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki pencapaian

dengan tepat menurut perangkat ba-tas, toleransi atau standar-standar tertentu.

Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan peraturan,

pembuatan pertimbangan, atau pembuatan peraturan berdasarkan kriteria yang

diukur atau yang dapat diuji.

Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari

hanya penerimaan danpembuatan instruksi. 

Aktivitas yang memerlukan manipulasi eksplisit, teratur atau sistematik terhadap

obyek/alat/benda/mesin.

Aktivitas yang memerlukan penyelidikan observasional, simbolik dan sistematik

terhadap fenomena dan kegiatan ilmiah.

No Aspek Faktor

No Nama Resiko Penyebab

Pola Hubungan Nama Jabatan Sifat Hubungan (dalam hal)
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SOP Pengelolaan Administrasi Pemerintahan 

 

1 NAMA JABATAN : Pengelola Administrasi Pemerintahan

2 KODE JABATAN : -

3 UNIT KERJA : -

a. JPT Madya : -

b. JPT Pratama : Kepala Dinas Syariat Islam Aceh

c. Administrator : Sekretaris

d. Pengawas : Kepala Sub Bagian Umum

e. Jabatan Fungsional : -

4 IKHTISAR JABATAN :

5 KUALIFIKASI JABATAN :

a. PENDIDIKAN FORMAL : D-3 (Diploma-Tiga) 

a. Manajemen

b. Ekonomi 

c. Administrasi 

d. Kebijakan Publik

f. Bidang lain yang relevan

b. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN :

a. Penjenjangan : -

b. Teknis : a. Adminstrasi Perkantoran

b. Manajemen Database

c. Statistik

c. PENGALAMAN KERJA :

1

2

6

No
Satuan 

Hasil

Waktu 

Penyelesaian 

(Menit)

Waktu 

Kerja 

Efektif 

(Menit)

Beban Kerja

Pegawai 

Yang 

Dibutuhkan

Keterangan

1 Dokumen 15 300 2 0.1

2 Kegiatan 15 75000 470 0.094

3 Dokumen 45 75000 470 0.282

4 Dokumen 120 75000 72 0.1152

5 Dokumen 45 75000 705 0.423

6 Dokumen 30 75000 6 0.0024

7 Kegiatan 300 75000 20 0.08

8 Kegiatan 300 75000 1 0.004

Jumlah 1.101

Pembulatan

7 HASIL KERJA :

1) Terpahaminya tugas dan petunjuk kerja

2) Tersedianya bahan dan kebutuhan kerja

3) Tersedianyadata dan peralatan publikasi kegiatan SKPA

4) Terpilahnya data kegiatan per bidang

5) Terkelolanya data

6) Tersampaikannya hasil olahan data

7) Terlaksananya tugas tugas kedinasan lainnya

8) Tersedianya Laporan.

Melaksanakan pengelolaan data

dengan cara mengklarifikasi,

mentabulasi dan mengkapitulasi data

berdasarkan hasil pengumpulan

untuk ditindaklanjuti.

Menyampaikan hasil olahan data

kepada atasan untuk dapat

dipergunakan oleh pihak-pihak yang

membutuhkan.

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan

lainnya sesuai instruksi atasan agar

tugas terbagi habis; dan

Membuat laporan hasil pelaksanaan

tugas kepada atasan sebagai bahan

untuk penyusunan program

selanjutnya.

Mempelajari tugas dan petunjuk kerja

yang diberikan atasan untuk

menghindari kesalahan dalam

pelaksanaan kegiatan.

Mempersiapkan bahan dan peralatan

sesuai dengan kebutuhan untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas.

Mempersiapkan data dan peralatan

publikasi kegiatan SKPA sebagai

bahan kliping koran untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas.

Melakukan pemilahan-pemilahan

pengumpulan data kegiatan

perbidang sesuai dengan petunjuk

untuk mendapatkan data yang akurat

Uraian Tugas

INFORMASI JABATAN

Form Anjab Pelaksana

Melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan bidang administrasi 

pemerintahan  sesuai dengan petunjuk untuk mendukung kelancaran tugas 

pokok Sub Bagian Umum.

TUGAS POKOK
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Lampiran 6. Daftar Nominatif Penilaian Prestasi Kerja ASN 
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Lampiran 7. Dokumentasi Saat Penelitian 

 

    

Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh 

   

Ketua Sub Bagian Umum dan Aset 

Dinas Syariat Islam Aceh 
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Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program  

 Dinas Syariat Islam Aceh 

 

 

Kepala Sub Bagian Kepegawaian  

Dinas Syariat Islam Aceh 
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Wawancara bersama Staff Pada Dinas Syariat Islam Aceh 

 

  

Wawancara bersama Staff Pada Dinas Syariat Islam Aceh 
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Wawancara bersama Staff Pada Dinas Syariat Islam Aceh 

 

 

Wawancara bersama Staff Dinas Syariat Islam Aceh 
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